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ABSTRAK 

Kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak 

bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya 

untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta 

pelayanan tertentu secara hutang dan pelunasannya dapat berupa 

angsuran dengan membayar sejumlah bunga atau sekaligus pada 

waktu yang ditentukan. Semakin berkembangnya zaman, 

sekarang kartu kredit sudah ada yang menggunakan sistem 

syariah. Fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang 

Syariah Card pada tanggal 11 Oktober 2006 telah menetapkan 

ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap bank yang 

menggunakan sistem berbasis Syariah. Sehingga ada perbedaan 

antara kartu kredit konvensional dengan kartu kredit syariah. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana 

Implementasi Akad Kartu Kredit Syariah pada BNI Syariah 

Bandar Lampung dan Apakah Implementasi Kartu Kredit 

Syariah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 54/DSN-

MUI/X/2006 Tentang Syariah Card pada BNI Syariah Bandar 

Lampung. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 

Implementasi Akad Kartu Kredit pada BNI Syariah Bandar 

Lampung dan untuk mengetahui Kesesuaian Implementasi 

Kartu Kredit dengan fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 

Tentang Syariah Card pada BNI Syariah Bandar Lampung. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field riset), 

bersifat deskriptif analisis. Data primer diperoleh dari sumber 

lapangan atau lokasi penelitian yaitu BNI Syariah Bandar 

Lampung, sedangkan data sekunder diperoleh dari salinan Fatwa 

DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card dan 

buku, dokumen, maupun serta seluruh data yang berhubungan 

dengan penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, pelaksanaan akad 

pada kartu kredit syariah sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa 

DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card 
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yaitu akad-akad yang digunakan adalah akad Kafalah, Qard, dan 

Ijarah. BNI Syariah pada umumnya sudah menjalankan 

operasional di Hasanah Card sesuai dengan Fatwa DSN MUI 

No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card. Pada 

pelaksanaan penerbitan iB Hasanah Card, pihak bank 

memberikan kemudahan dengan melonggarkan sedikit aturan 

yang terdapat pada ketentuan penerbitan iB Hasanah Card yang 

bertujuan agar nasabah dapat memiliki iB Hasanah Card 

meskipun nasabah belum memenuhi kriteria sebagai pemegang 

iB Hasanah Card. Namun pada pelaksanaannya kurang ada 

transparansi mengenai biaya lain-lain yang harus dikeluarkan 

oleh nasabah sehingga nasabah merasa dirugikan karna 

ketidakjelasan biaya yang harus dikeluarkan perbulannya. 

Namun pihak BNI Syariah didampingi dengan Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) sudah memastikan bahwa semua ketentuan-

ketentuan yang ada di dalam operasional iB Hasanah Card tidak 

menyimpang atau bertentangan dengan Fatwa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Pada bagian penegasan judul, menjelaskan pengertian 

judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kesalahan makna. 

Skripsi ini berjudul “Implementasi Fatwa DSN MUI No: 

54/Dsn-Mui/X/2006 Tentang Syariah Card (Studi Bank 

BNI Syariah Bandar Lampung)”. Adapun istilah-istilah 

yang perlu dijelaskan yaitu: 

1. Implementasi atau pelaksanaan; penerapan adalah 

pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang 

hal yang disepakati dulu.
1
 Implementasi yang dimaksud 

dalam judul ini pelaksanaan kartu kredit syariah di bank 

BNI Syariah Bandar Lampung.  

2. Fatwa DSN MUI adalah Fatwa yang dikeluarkan oleh 

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia 

tentang berbagai jenis akad, ketentuan, produk, dan 

operasional Lembaga Keuangan Syariah.
2
 

3. Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu  

kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang 

sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip 

Syariah.
3
  

Berdasarkan uraikan di atas, maka rangkaian kata 

pada judul dimaksud adalah apakah pemakaian kartu kredit 

syariah pada BNI Syariah Bandar Lampung telah sesuai 

dengan Fatwa DSN MUI No: 54/Dsn-Mui/X/2006 Tentang 

Syariah Card. 

 

                                                             
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Pusat Bahasa, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 529 
2
 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah. (Jakarta: 

PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 267  
3
 Ibid, h. 810 
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B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan penulis dalam memilih judul skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif 

a. BNI Syariah telah menerbitkan kartu kredit syariah 

yang dalam operasional atau penggunaannya harus 

sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 54/Dsn-

Mui/X/2006 Tentang Syariah Card. 

b. Dalam praktiknya mungkin saja ada sebagian 

masyarakat yang belum memahami bahwa 

penggunaan kartu kredit harus sejalan dengan Fatwa 

DSN MUI No: 54/Dsn-Mui/X/2006 Tentang Syariah 

Card. 

2. Alasan Subyektif 

a. Kesesuaian bidang yang diteliti dan tersedianya 

literature yang menunjang, maka sangat 

memungkinkan penulis untuk melakukan 

penelitian. 

b. Judul tersebut sangat relevan dengan disiplin ilmu 

yang ditekuni penulis di Fakultas Syariah jurusan 

Muamalah. 

C. Latar Belakang Masalah 

Islam sebagai agama memiliki konsep atau prinsip-

prinsip dalam mengatur kehidupan manusia secara 

komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan 

sang pencipta (Habluminallah)  maupun dalam hubungan 

sesama manusia (Hablumminannas).
4
 

Prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam akan 

menjadi dasar beroperasinya bank Islam, yaitu tidak 

mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal 

peminjaman uang, selain kemitraan/kerja sama 

                                                             
4
 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah (Bandung: CV. 

Pustaka Setia, 2013), h. 25 
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(mudharabah dan Musyarakah) dengan perinsip bagi hasil. 

Peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial 

tanpa imbalan apa pun.
5
 

Kartu kredit syariah (Syariah Card) adalah (Inggris; 

credit card, Arab; bithaqah I’timan) yang dalam Islamic 

Finance dikenalkan istilah Islamic card atau shariah card di 

dunia yang menuju less cash society pada hakikatnya 

merupakan salah satu instrument dalam sistem pembayaran 

sebagai sarana mempermudah proses transaksi yang tidak 

tergantung pada pembayaran kontan dengan membawa 

uang tunai yang berisiko. Dalam beberapa literature 

kontemporer, status hukumnya sebagai objek atau media 

jasa kafalah (jaminan) yang disertai talangan pembayaran 

qard serta jasa ijarah untuk kemudahan transaksi.
6
 

Kartu kredit syariah pada BNI Syariah disebut 

Hasanah Card. Kartu kredit ini dapat menggantikan fungsi 

uang, dan dapat pula digunakan untuk berbagai keperluan 

sehingga kegunaannya menjadi multifungsi.
7
  

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI) menimbang bahwa kartu kredit yang ada 

menggunakan sistem bunga (interest)  sehingga tidak sesuai 

dengan prinsip syariah. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat atas kartu yang sesuai syariah, DSN-MUI 

memandang perlu menetapkan fatwa tentang Syariah Card 

yang fungsinya seperti kartu kredit untuk dijadikan 

pedoman.
8
 

Fatwa DSN NO: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang 

syariah card salah satunya memutuskan ketentuan akad 

yang digunakan dalam syariah card adalah Kafalah, dalam 

hal ini penerbit kartu adalah penjamin (kafil) bagi 

                                                             
5
 Ibid., h. 28. 

6
 Ahmad Ifham Sholihin, Op.Cit., h. 392. 

7
 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2011), h. 338 
8
 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah 

Dewan Syariah Nasional MUI, (Jakarta: Erlangga), h. 302. 
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pemegang kartu terhadap merchant atau semua kewajiban 

bayar (dayn) yang timbul dari transaksi antara pemegang 

kartu dengan merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain 

bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian 

kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah kafalah). 

Qardh, dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi 

pinjaman (muqridh) kepada pemegang kartu (muqtaridh) 

melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit 

kartu. Ijarah, dalam hal ini penerbit kartu adalah penerima 

penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap 

pemegang kartu. Ijarah ini, pemegang kartu dikenakan 

membership fee.
9
 

Hasanah Card merupakan produk yang 

keberadaanya diketahui secara jelas, maka kesepakatan 

yang dibuat adalah dalam bentuk tertulis. Maka muncul 

permasalahan mengenai implementasi akad yang digunakan 

pada hasanah card tersebut, apakah hasanah card di Bank 

BNI Syariah telah sesuai dengan Fatwa DSN NO: 54/DSN-

MUI/X/2006 Tentang syariah card. 

Dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk 

meneliti lebih mendalam mengenai bagaimana kesesuaian 

Syariah Card dengan fatwa DSN NO: 54/DSN-

MUI/X/2006. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang 

menjadi masalah dari judul adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana Implementasi Akad Kartu Kredit Syariah 

pada BNI Syariah Bandar Lampung? 

b. Apakah Implementasi Kartu Kredit Syariah sesuai 

dengan Fatwa DSN NO: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang 

syariah card pada BNI Syariah Bandar Lampung? 

 

                                                             
9
 Ibid., h. 318. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

a. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui implementasi akad kartu kredit 

syariah pada Bank BNI Syariah Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui kesesuaian implementasi kartu 

kredit syariah dengan fatwa DSN NO: 54/DSN-

MUI/X/2006 Tentang syariah card pada BNI 

Syariah Bandar Lampung. 

b. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan untuk 

memberikan wawasan keilmuan bagi penulis dan 

pemahaman bagi masyarakat tentang teori dan 

praktek mengenai implementasi akad kartu kredit 

syariah yang sesuai dengan fatwa DSN NO: 

54/DSN-MUI/X/2006. 

b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai 

suatu syarat memenuhi tugas akhir guna 

memperoleh gelar S.HI pada Fakultas Syari’ah UIN 

Lampung. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

a. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field 

Research) yaitu suatu penelitian lapangan yang 

dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. 

Penelitian ini berhubungan dengan implementasi 

Fatwa Dsn Mui No: 54/Dsn-Mui/X/2006 Tentang 

Syariah Card di Bank BNI Syariah Bandar 

Lampung. 

b. Sifat penelitian ini adalah deskripsif analisis, yaitu 

suatu penelitian yang setelah memaparkan dan 

melaporkan suatu keadaan, obyek, gejala, kebiasaan, 

prilaku tertentu kemudian dianalisis secara lebih 

kritis.  
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2. Data dan Sumber Data 

Yang dimaksud sumber data di sini adalah subyek 

dari mana data diperoleh.
10

 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari 

sumber lapangan atau lokasi penelitian yang 

memberikan informasi langsung kepada peneliti, 

yaitu karyawan Bank BNI Syariah Bandar 

Lampung. 

b.  Sumber Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah lebih 

dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang 

atau instansi diluar dari penelitian sendiri walaupun 

yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli.
11

 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi 

sumber-sumber yang dapat memberikan data 

pendukung seperti buku, dokumen, maupun arsip 

serta seluruh data yang berhubungan dengan 

penelitian. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu 

yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap, 

objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat 

berupa orang, perusahaan, lembaga, media, dan 

sebagainya.
12

 Dalam penelitian ini, akan ditarik populasi 

karyawan bank sebanyak dua orang dan tiga orang 

nasabah Hasanah Card BNI Syariah Bandar Lampung. 

b. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil 

dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki 

                                                             
10

 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar, 

Metode dan Teknik), (Bandung: Tarsindo, 1999), h. 134 
11

 Muhammad Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2006), h. 57. 
12

 Susiadi, Metodologi Penelitian, Op.Cit., h. 95. 
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karakteristik tertentu, jelas, lengkap, dan dapat dianggap 

mewakili populasi.
13

 Dalam penelitian ini, sampel yang 

diambil adalah dua orang karyawan BNI Syariah Bandar 

Lampung yang bekerja di bagian umum dan bagian SPV 

Hasanah Card. Dan tiga orang nasabah Hasanah Card 

yang bernama Herlina Kurniati, S.H.I., Muslim, M.H.I., 

dan Fathul Mu’in M.H.I. 

4.  Pengumpulan Data 

a. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data 

dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh 

pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban 

responden dicatat atau direkam.
14

 Dalam penelitian ini 

penulis mewawancarai karyawan bagian umum bank 

BNI Syariah Bandar Lampung. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara pengumpulan yang 

dapat berupa buku tertulis dari objek penelitian untuk 

memperkuat data yang diperoleh khususnya yang 

berkaitan dengan data tentang pengimplementasian 

fatwa DSN NO: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang syariah 

card di Bank BNI Syariah Bandar Lampung. 

5. Analisis Data 

Data yang diperoleh baik data primer maupun data 

sekunder dikelompokkan dan disusun secara sistematis. 

Selanjutnya data tersebut dianalisis secara deskriptif 

kualitatif.
15

 Deskriptif adalah penelitian non hipotesis, 

sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu 

merumuskan hipotesis. kualitatif yaitu data yang tidak 

merupakan perhitungan dan pengujian angka-angka, tetapi 

dideskripsikan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu 

                                                             
13

 Ibid.,. 
14

 Ibid., h. 97. 
15

 Ibid., h. 125. 
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kerangka berfikir dengan cara menarik kesimpulan dari data 

yang bersifat umum ke dalam data yang bersifat khusus dan 

data yang diperoleh melalui responden ditarik untuk 

menggambar populasi dengan menggunakan metode 

induktif yaitu kerangka berfikir dengan menarik kesimpulan 

dari data yang bersifat khusus ke dalam data yang bersifat 

umum. Berdasarkan analisis tersebut selanjutnya diuraikan 

secara sistematis sehingga pada akhirnya diperoleh jawaban 

permasalahan yang dilaporkan dalam bentuk skripsi. 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Akad dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Akad 

Kata akad berasal dari kata al-aqd, yang berarti 

mengikat, menyambung atau menghubuungkan (ar-

rabt).
1
 Akad adalah suatu macam tasharruf yang 

dilakukan manusia. Tasharruf menurut fiqh, ialah: 

رْ عُ  كُلُّ مأَ يَصْدُرُ مِنْ شَخْصٍ باِِ ء رَدَاتىِِ وَيُ رتَِّبُ عَلَيّىِ الشَّ
 نَ تَا ءِجَ حُقُوْقِيَّةً 

Artinya: “segala yang dilakukan dari seseorang dengan 

iradatnya (kehendaknya), dan syara‟ mentapkan kepada 

orang tersebut beberapa natijah hak”.
2
 

Menurut bahasa „aqad mempunyai beberapa arti, 

antara lain: 

a. Mengikat (ar-rabt), yaitu: 
ََّ يَ تَّصِ ََ خََْعُ طرََ فََ حَبَ لَيٍْ   وَيَشُدُّ اَ حَدُمَُاَباِْ  خ رَرِ حَ

بِحَا كَقِطْعُةٍ وَاحِدَةٍ فَ يُصْ   
Artinya : “mengumpulkan dua ujung tali dan 

mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga 

bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai 

sepotong benda.”
3
 

                                                             
1
 Syamsul Anwar,Hukum Perjanjian Syariah,(Jakarta: PT.Raja 

Grafindo Persada,2007),h. 68. 
2
 Ibid., h. 69. 

3
 Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh 

Muamalah, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 22. 
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b. Sambungan („aqdatun), yaitu: 

 الْمَوْصِلُ الَّذِي يُُْسِكُهُمَا وَيُ وْ ثقُِهُمَا
Artinya: “sambungan yang memegang kedua 

ujung itu dan mengikatnya”.
4
 

c. Janji (al-ahdu) sebagaimana dijelaskan dalam Al-

Qur‟an: 

Firman Allah QS. Ali-Imran ayat 76: 

                     

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa 

yang menepati janji (yang dibuat)nya dan 

bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertakwa”.
5
 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa setiap 

„aqdi (persetujuan) mencakup tiga tahap, yaitu:
6
 

1) Perjanjian („ahdu). 

2) Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, dan 

3) Perikatan („aqdu). 

Pengertian akad secara etimologi berarti perikatan, 

perjanjian. Sedangkan secara terminologi, pengertian 

akad adalah suatu perikatan yang ditetapkan dengan ijab 

qabul berdasarkan ketentuan syara‟ yang menimbulkan 

akibat hukum terhadap obyeknya.
7
 

                                                             
4
 Ibid., h. 22. 

5
 Department Agama RI, Al-Qur‟an Terjemah Per-kata, (Bandung: 

Syaamil Al-Qur‟an), h. 59. 
6
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2008), h. 45. 
7
 Burhanuddin Susanto, Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia, 

(Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008) h. 223. 
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Sedangkan menurut para ahli, akad didefinisikan sebagai 

berikut yaitu: 

1. Hasbi Ash-Shiddieqy 

Mengemukakan bahwa akad adalah perikatan antara 

ijab dengan qabul secara yang dibenarkan syara‟ yang 

menetapkan keridhaan kedua belah pihak.
8
 

2. Zainal Abdullah 

Mengemukakan bahwa akad adalah membuat suatu 

ikatan atau kesepakatan antara pihak pertama 

(penjual) dengan pihak kedua (pembeli) terhadap 

pembelian suatu barang atau produk yang dibenarkan 

oleh ketentuan hukum syara‟.
9
 

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa 

akad adalah suatu ikatan atau kesepakatan yang 

mengunci antara pihak pertama (penjual) dengan pihak 

kedua (pembeli) terhadap suatu transaksi yang 

dibenarkan oleh ketentuan syara‟ yang meliputi subyek 

atau pihak-pihak, objek dan ijab qabul. 

Legalitas dari akad di dalam hukum Islam ada dua 

yaitu pertama sahih atau sah, yang artinya semua rukun 

kontrak beserta semua kondisinya sudah terpenuhi. 

Kedua batil apabila salah satu dari rukun kontrak tidak 

terpenuhi maka kontrak tersebut menjadi batal atau tidak 

sah, apalagi kalau ada unsur maisir, gharar, dan riba di 

dalamnya. 

  

                                                             
8
 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh, (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1992), h. 21. 
9
 Zainal Abdullah, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Pustaka Amani, 

2002), h. 76. 
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2. Dasar Hukum Akad 

1. Al Quran  
Firman Allah QS. Al-Maidah (5) ayat 1 : 

             … 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! 

Penuhilah aqad-aqad itu.
10

 

Maksud  (عقود) adalah bahwa setiap mukmin 

berkewajiban menunaikan apa yang telah dia 

janjikan dan akadkan baik berupa perkataan 

maupun perbuatan, selagi tidak bersifat 

menghalalkan barang haram atau mengharamkan 

barang halal. Dan kalimat tersebut adalah 

merupakan asas „uqud.
11

  

Firman Allah QS. Al-Isra‟ (17) ayat 34 : 

                    

                     

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta 

anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik 

(bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah 

janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta 

pertanggung jawabannya”.
12

 

Ayat di atas menjelaskan perintah Allah 

SWT kepada hamba-hamba Nya yang beriman 

untuk senantiasa menjaga, memelihara, dan 

melaksanakan janjinya. Hal ini mencakup janji 

                                                             
10

 Department Agama RI, Op.Cit., h. 106. 
11

 Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maragi, Penerjemah 

Bahrun Abu Bakar dkk., Juz VI, h. 81.  
12

 Department Agama RI, Op.Cit., h. 285. 
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seorang hamba kepada Allah SWT, janji hamba 

dengan hamba, dan janji atas dirinya sendiri. 

Termasuk juga dalam melakukan akad perjanjian, 

akad pernikahan, dll. 

2. Hadits  

 عَهْىُ قَالَ رَوُوْلُ الل صلا الل يْمِ بْنِ حِزاَ مٍ راَضِيَ اللُ نْ حَكِ عَ 
عَ  ََّ يَ تَ فَرَّقَا فَاِنْ عَلَيْىِ وَوَلَّمَ الْبَ ي ِّ فَرَّ قَاأَوْقَالَ حَ ا نِ باِلخيَِا رمَِالْم يَ ت ْ

قَتْ بَ رَ  وَ صَدَقَ  بيَِهَا بُ وْركَِ لََمَُا فَْ بَ يْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وكََذَباَ مُُِ
13كَةُبَ يْعِهِمَا )رواو البخاري(  

Artinya: “Dari Hakim bin Hizam, dia berkata, 

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 

“dua orang yang jual beli mempunyai hak pilih 

selagi belum saling berpisah”, atau belian 

bersabda ,”hingga keduanya saling berpisah, jika 

keduanya saling jujur dan menjelaskan, maka 

keduanya diberkahi dalam jual beli itu, namun jika 

keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, 

maka barakah jual beli itu akan dihapuskan”.  

(HR. Bukhori).
14

   

Jika kedua belah pihak (penjual dan pembeli) 

masih berada di tempat pelaksanaan jual beli, maka 

masing-masing mempunyai hak pilih untuk 

mengesahkan atau membatalkan jual beli. Jika 

keduanya saling berpisah, sesuai dengan perpisahan 

yang dikenal manusia, atau jual beli disepakati 

tanpa ketetapan terpilih dari kedua belah 

pihak,maka akad jual beli dianggap sah, sehingga 

salah seorang di antara keduanya tidak boleh 

                                                             
13

 Imam Bukhori, Shahih Al-Bukhori, Dar Al-Kutub Al-ilmiyah, 

Beirut, (Libanon: Jilid IV, 2004), h. 520. 
14

 Kathur Suhardi, Edisi Indonesia: Syarah Hadist Pilihan Bukhori 

Muslim, (Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 580. 
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membatalkannya secara sepihak, kecuali dengan 

cara pembatalan perjanjian yang disepakati.  

3. Asas-asas dalam Akad 

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, asas-

asas akad (kontrak syariah), yaitu sebagai berikut:
15

 

a. Ikhtiyar/sukarela, yaitu setiap akad dilakukan atas 

kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan 

karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain. 

b. Amanah/menepati janji, yaitu setiap akad wajib 

dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan 

kesepakatan yang ditetapkan oleh yang 

bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar 

dari cidera atas janji. 

c. Ikhtiyati/kehati-hatian, yaitu setiap akad dilakukan 

dengan pertimbangan yang matang dan 

dilaksanakan secara tepat dan cermat. 

d. Luzum/tidak berubah, yaitu setiap akad dilakukan 

dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang 

cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi 

atau maisir. 

e. Saling menguntungkan, yaitu setiap akad dilakukan 

untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga 

tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan 

salah satu pihak. 

f. Taswiyah/kesetaraan, yaitu para pihak dalam setiap 

akad memiliki kedudukan yang setara, dan 

mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. 

g. Transparasi, yaitu setiap akad dilakukan dengan 

pertanggung jawaban para pihak secara terbuka. 

h. Kemampuan, yaitu setiap akad dilakukan sesuai 

dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak 

                                                             
15

 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2015), h. 149. 
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menjadi beban yang berlebihan bagi yang 

bersangkutan. 

i. Taisir/kemudahan, yaitu setiap akad dilakukan 

dengan cara saling memberi kemudahan kepada 

masing-masing pihak untuk dapat 

melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan. 

j. Kemaslahatan (tidak memberatkan) dimaksudkan 

bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan 

untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan 

tidak boleh menimbulkan kerugian (mudharat) 

atau keadaan memberatkan (masyaqqah). Apabila 

dalam pelaksanaan akad terjadi sesuatu perubahan 

keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya 

serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak 

bersangkutan sehingga memberatkannya. Maka 

kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada 

batas yang masuk akal. 

k. Iktikad baik, yaitu akad dilakukan dalam rangka 

menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung 

unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya. 

l. Sebab yang halal, yaitu tidak bertentangan dengan 

hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak 

haram. Maksudnya, dilihat dari objeknya harus 

objek yang halal. 

 

4. Macam-macam Akad 

Akad terbagi menjadi beberapa macam
16

, yaitu 

dilihat dari keabsahannya, dilihat dari penamaannya, 

dilihat dari zatnya, dilihat dari kedudukannya, dilihat 

dari tujuannya, dilihat dari unsur tempo dalam akad, 

dilihat dari segi terjadinya/keberlakuannya, dilihat dari 

segi sifat mengikatnya, dilihat dari bentuknya, dilihat 

dari motifnya, dilihat dari segi hukum taklifi, dilihat 

                                                             
16

 Mardani, Op.Cit., h.155. 
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dari segi dilarang atau tidak dilarang, dilihat dari segi 

waktunya atau dari hubungan yang shahih, dilihat dari 

segi dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan, 

dilihat dari segi kewajiban membayar ganti rugi atau 

tidak, dilihat dari cara melakukannya, dilihat dari segi 

tukar menukar hak.  

Penulis akan menjelaskan akad dilihat dari 

penamaannya, karena macam akad ini masuk ke dalam 

pembahasan skripsi penulis. Dilihat dari penamaannya, 

akad dibagi menjadi 2 yaitu akad bernama dan tidak 

bernama.
17

 

Akad bernama (Al-„Uqud Al-Musamma) yaitu 

merupakan akad yang penamaanya telah disebutkan 

dan diterangkan oleh syara‟. Misalnya secara jelas telah 

disebutkan dalam Al-Qur‟an dan Hadist. Menurut 

Hasby Ashidiqie, sebagaimana dikutip oleh 

Fathurrahman Djamil akad tersebut ada sekitar 25 akad, 

yaitu Bai‟ (jual beli), Ijarah (sewa menyewa), Kafalah 

(Penanggungan), Hawalah (pemindahan utang), Rahn 

(gadai), Bai‟ al-wafa (jual beli dengan hak penjual 

untuk membeli kembali barangnya), al-„ida/al-wadiah 

(titipan), Al-„iarah (pinjaman), Hibah, Aqd al-qismah 

(pembagian harta campuran), akad syirkah (kerja sama 

usaha), Mudharabah (kerja sama modak dan kerja), 

Muzara‟ah (investasi dalam pertanian), Musaqah 

(investasi dalam pepohonan), Wakalah (perwakilan), 

Shulh (perdamaian), Tahkim (arbitrase), Mukharajah 

atau at-takhruj (menjual dari bagian harta warisan), 

Qard (pinjaman barang), Aqdul umari (pemberian 

sepanjang umur), Aqdul muqalah/aqdul wala (saling 

menanggung dalam harta untuk yang tidak punya ahli 

waris), Aqdul iqalah (kesepakatan para pihak untuk 

menghapuskan akad), zawaj atau nikah (pernikahan), 

Aqdul washiyyah (wasiat), Aqdu isha atau wishaya 

                                                             
17

 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan 

Konsep, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 44 
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(penunjukan seseorang untuk mengganti kedudukannya 

dalam hak anak-anak dan hartanya, setelah ia wafat). 

Akad tidak bernama yaitu akad yang belum dinamai 

syara‟, tetapi muncul dalam perjalanan sejarah umat 

Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan dan 

perkembangan zaman, seperti Istishna, Bai‟ al-wafa 

(jual beli harta tetap seperti rumah dan tanah karena 

kebutuhan mendesak dan bersifat sementara yang 

dilakukan penjual), Bai‟ istijrar (penjual memberikan 

manfaat kepada orang lain atau manfaat yang ditarik 

oleh seseorang dari penjual), Bai‟ al-tahkir 

(persetujuaan untuk mengambil manfaat dari tanah 

wakaf dengan cara membangun bangunan ditanah 

tersebut). Akad tidak bernama ini didasarkan pada dalil 

hukum berupa „urf, istishna. Qiyas, yang akhirnya 

menjadi bernama. 

Berikut ini penulis akan menjelaskan tiga akad 

bernama yang telah secara jelas disebutkan dalam Al 

Quran dan Hadist, yang dimana ketiga akad tersebut 

berhubungan dengan judul skripsi penulis. 

1. Akad Qardh  

Secara etimologi, qard berarti al-qath‟u 

(potongan). Harta yang dibayarkan kepada 

muqtaridh (yang diajak akad qard) dinamakna 

qaridh, sebab merupakan potongan dari harta 

muqrid (orang yang membayar).
18

 

Secara terminology, qardh menurut ulama 

Hanafiyah adalah sesuatu yang diberikan seseorang 

dari harta mitsil (yang memiliki kesamaan) untuk 

memenuhi kebutuhannya. Qard menurut Rachmat 

Syafei adalah akad tertentu dengan membayarkan 
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 Rachmat Syafei, Fikih Muamalah, (Bandung: Perkasa Setia, 

2001), h. 151. 
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harta mitsil kepada orang lain supaya membayar 

harta yang sama kepadanya.
19

 

Jadi akad Qardh adalah pinjaman tanpa 

dikenakan biaya (hanya wajib membayar pokok 

utangnya), pinjaman uang seperti inilah yang 

sesuai dengan ketentuan syariah (tidak ada riba), 

karena kalau meminjamkan uang maka ia tidak 

boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari 

pinjaman yang diberikan.
20

 Namun si penjamin 

boleh saja atas  kehendaknya sendiri memberikan 

kelebihan atas pokok pinjamannya. 

Pinjaman qardh bertujuan untuk diberikan pada 

orang yang membutuhkan atau tidak memiliki 

kemampuan financial, untuk tujuan sosial atau 

untuk kemanusiaan. Cara pelunasan dan jangka 

waktu pelunasan pinjaman ditetapkan bersama 

antara pemberi dan penerima pinjaman. 

Dalam perjanjian qard, pemberi pinjaman 

(bank syariah) memberikan pinjaman kepada pihak 

nasabah dengan ketentuan bahwa penerima akan 

mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka 

waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah 

yang sama dengan pinjaman yang diterima. 

Artinya  nasabah penerima pinjaman qard dalam 

akad qardul hasan, dengan tujuan sosial. Bank 

syariah tidak mengalami kerugian atas pinjaman 

qardul hasan, meskipun tidak ada hasil atas 

pemberian pinjaman, karena sumber dana qard 

sebagian besar bukan berasal dari harta bank 

syariah, akan tetapi dari sumber lain.
21
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20

 Sri Nurhayati, Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: 

Salemba Empat, 2014), h. 259. 
21
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Sumber dana qardhul hasan dapat berasal dari 

eksternal atau internal. Sumber dana eksternal 

meliputi dana qardh yang diterima entitas bisnis 

dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infak, 

shadaqah, dan sebagainya). Sedangkan contoh 

sumber dana qardh yang disediakan para pemilik 

entitas bisnis, hasil pendapatan nonhalal dan denda 

atas pencairan deposito berjangka sebelum jatuh 

tempo.  

Dasar hukum akad qardhul terdapat di Al-

Quran dan Hadist, sebagai berikut: 

1. Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 280 :
22

 

                    

            

Artinya: “dan jika (orang yang berhutang itu) 

dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai 

Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian 

atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika 

kamu mengetahui.”
23

 

2. Firman Allah QS. Al- Hadiid ayat 11: 

                

         

 Artinya: “siapakah yang mau meminjamkan 

kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan 
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melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya 

dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.
24

 

     Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini 

adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada 

Allah SWT”, artinya untuk membelanjakan harta 

di jalan Allah SWT. Selaras dengan meminjamkan 

kepada Allah SWT, kita juga diseru untuk 

“meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai 

bagian dari kehidupan bermasyarakat (civil 

society).  

3. Ijma‟  

Para ulama telah menyepakati bahwa al-qard 

boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari 

tabiat manusia yang tidak bisa tanpa pertolongan 

dan bantuan saudaranya. Tidak ada seseorang pun 

yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. 

Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi 

satu bagian dari kehidupan di dunia ini. 

Objek akad qardh harus jelas nilai 

pinjamannya dan waktu pelunasannya. Peminjam 

diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu 

yang telah disepakati, tidak boleh diperjanjikan 

akan ada penambahan atas pokok pinjamannya. 

Namun peminjam dibolehkan memberikan 

sumbangan secara sukarela. Apabila memang 

peminjam mengalami kesulitan keuangan maka 

waktu peminjaman dapat diperpanjang atau 

menghapuskan sebagaian atau seluruh 

kewajibannya, namun jika peminjam lalai maka 

dapat dikenakan denda.
25
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2. Akad Kafalah 

Kafalah disebut juga dhaman (jaminan), 

hamalah (beban), dan za‟amah (tanggungan). 

Akad kafalah adalah perjanjian pemberian jaminan 

yang diberikan oleh penanggung (kafi‟il) kepada 

pihak ketiga (makful lahu) untuk memenuhi 

kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung 

(makful anhu/ashil).
26

 

Secara teknis akad kafalah merupakan 

perjanjian antara seseorang yang memberikan 

penjaminan (penjamin) kepada seorang kreditor 

yang memberikan utang kepada seorang debitor, di 

mana utang debitor akan dilunasi oleh penjamin 

apabila debitor tidak membayar utangnya. 

Dalam aplikasi bank syariah, kafalah 

merupakan produk jasa yang diberikan kepada 

nasabah yang mengajukan garansi kepada bank 

untuk melakukan pekerjaan atas perintah pihak 

pemberi kerja. Pemberi kerja biasa nya memberi 

persyaratan kepada penerima kerja, bahwa ada 

penjamin yang ingin menjamin penyelesaian 

pekerjaannya, sehingga pemberi kerja merasa 

terjamin atas pelaksanaan pekerjaann yang di 

berikan. 

Contoh akad kafalah garansi bank (bank 

guarantee), stand by Letter of Credit, pembukaan 

L/C Import, akseptasi, endorsement, syariah card 

(kartu kredit), dan lain-lain. 

Al-Kafalah dibedakan menjadi beberapa jenis, 

yaitu Kafalah Bin Nafs merupakan jaminan yang 

diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang 

mengajukan utang kepada pihak lain. Kafalah Bil-

Maal merupakan jaminan pembayaran barang atau 

pelunasan utang. Jaminan ini dapat diberikan oleh 
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bank syariah kepada nasabahnya dengan imbalan 

fee. Kafalah Bit-Taslim merupakan perjanjian 

dalam memberikan jaminan pengembalian atas 

barang yang disewa, pada saat perjanjian sewa 

berakhir. Kafalah Al-Munjazah merupakan 

jaminan yang diberikan oleh penjamin atas 

pekerjaan yang dilakukan oleh pihak yang dijamin, 

akad ini dibatasi dengan kurun waktu tertentu atau 

dihubungkan dengan maksud tertentu. Kafalah Al-

Muallaqah merupakan akad perjanjian yang 

dilakukan oleh tiga pihak yaitu pihak penjamin 

(bank syariah), pihak terjamin (pemberi kerja), dan 

pihak yang dijamin (nasabah).
27

 

Dasar hukum akad kafalah terdapat dalam ayat 

Al-Quran dan Hadist, sebagai berikut: 

Firman Allah QS. Yusuf ayat 72 : 

                     

    

Artinya: “penyeru-penyeru itu berkata: "Kami 

kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat 

mengembalikannya akan memperoleh bahan 

makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin 

terhadapnya."
28

 

Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Salamah bin al-

Akwa':  

هَا، أَنَّ الهَّبَِّ صَلَّا اللُ عَلَيْىِ وَآلِىِ وَوَ  لَّمَ أُتَِ بَِِهَازَةٍ ليُِصَلِّيَ عَلَي ْ
فَ قَالَ: يَلْ عَلَيْىِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوْا: لَا، فَصَلَّا عَلَيْىِ، ثَُُّ أُتَِ بَِِهَازَةٍ 

نَ عَمْ، قَالَ: صَلُّوْا عَلَا  :أُرْرَى، فَ قَالَ: يَلْ عَلَيْىِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوْا
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قَ تَادَةَ صَاحِبِكُمْ، قَالَ أبَُ وْ  عَلَيَّ دَيْ هُىُ ياَ رَوُوْلَ الِل، فَصَلَّا  :
29عَلَيْىِ   

Artinya: "Telah dihadapkan kepada Rasulullah 

SAW jenazah seorang laki-laki untuk dishalatkan. 

Rasulullah bertanya, 'Apakah ia mempunyai 

utang?' Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau 

mensalatkannya. Kemudian dihadap-kan lagi 

jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia 

mempunyai utang?' Mereka menjawab, 'Ya'. 

Rasulullah berkata, 'Shalatkanlah temanmu itu' 

(beliau sendiri tidak mau menshalatkannya). Lalu 

Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin utangnya, 

ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun menshalatkan 

jenazah tersebut."
30

 

Rukun kafalah ada 3, yaitu: (1) pelaku, yang 

terdiri atas pihak penjamin, pihak yang berutang, 

dan pihak yang berpiutang. (2) objek akad berupa 

tanggungan pihak yang berutang baik berupa 

barang, jasa maupun pekerjaan. (3) ijab 

Kabul/serah terima.
31

 

Ketentuan syariah pelaku pihak penjamin 

(kafiil) haruslah baligh (dewasa) dan berakal sehat, 

berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum 

dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan 

tanggungan kafalah tersebut. 

Untuk pihak orang yang berutang (ashiil, 
makful‟anhu) haruslah sanggup menyerahkan 

tanggungannya (utang) kepada penjamin, dikenal 

oleh penjamin. Sedangkan bagi pihak orang yang 

berpiutang (makful lahu) harus diketahui 
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identitasnya, dapat hadir pada waktu akat atau 

memberikan kuasa, berakal sehat. 

Objek penjaminan (makful bihi) merupakan 

tanggungan pihak/orang yang berutang, baik 

berupa uang, benda, maupun pekerjaan. Bisa 

dilaksnakan oleh penjamin. Harus merupakan 

utang mengikat, yang tidak mungkin hapus kecuali 

setelah dibayar atau dibebaskan. Harus jelas nilai, 

jumlah, dan spesifikasinya. Dan tidak bertentangan 

dengan syariah. 

3. Akad Ijarah 

Ijarah diambil dari kata ajru yang berarti 

pengganti. Karena itu, kata tsawab “ganjaran” 

sebuah perbuatan dikenal pula dengan sebutan al-

ajru. 

Dalam istilah syariah, Ijarah adalah sejenis 

akad untuk mengambil manfaat dengan 

kompensasi upah. Berdasarkan hal ini, tidak sah 

menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya 

karena pohon itu bukan manfaat. Juga tidak sah 

menyewakan mata uang, makanan untuk 

dikonsumsi, serta barang yangn ditimbang atau 

ditakar. Sebab, semua barang tersebut tidak bisa 

dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya. 

Manfaat yang dimaksud bisa berupa manfaat 

sebuah benda dan bisa berupa bangunan, contoh 

manfaat pekerja insinyur, tukang bangunan, tukang 

tenun, penjahit baju.
32

 

Dalam transaksi perbankan, bank membeli 

asset tetap dari supplier kemudian disewakan 

kepada nasabah dengan biaya sewa yang tetap 

sampai dengan jangka waktu tertentu. Bank dapat 

membeli asset dari supplier  yang ditunjuk oleh 
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bank syariah, kemudian setelah asset siap 

dioprasionalkan, maka aset tetap tersebut 

disewakan kepada pihak nasabah.
33

 

Transaksi Ijarah dilandasi dengan adanya 

perpindahan manfaat (hak guna). Bukan 

perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada 

dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip 

jual beli, tetapi perbendaannya terletak pada objek 

transaksinya. Bila jual beli objek nya barang, ijarah 

objek nya barang dan jasa. Pada dasarnya Ijarah 

didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan 

barang/jasa dengan imbalan tertentu. Dengan 

demikian, dalam akad Ijarah tidak ada perubahan 

kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna 

saja dari yang menyewakan kepada penyewa. 

Dasar hukum akad Ijarah terdapat dalam  

1. Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 233: 

…                      

                             

        

Artinya: “…dan jika kamu ingin anakmu disusukan 

oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu 

apabila kamu memberikan pembayaran menurut 

yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan 

ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang 

kamu kerjakan.”
34
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Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah 

ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran 

yang patut” ungkapan tersebut menunjukkan 

adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban 

membayar upah (fee) secara patut. Dalam hal ini 

termasuk di dalamnya jasa penyewaan atau leasing. 

2. Ijma‟ 

Semua umat bersepakat tidakada seorang 

ulama pun yang membantah kesepakatan ijma‟ ini, 

sekalipun terdapat beberapa orang di antara mereka 

yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak 

dianggap penting.
35

 

B. Kartu Kredit Syariah 

1. Pengertian Kartu Kredit Syariah 

Definisi kartu kredit terdiri dari kata  ٌبِطاَقَة (kartu) 

secara bahasa digunakan untuk potongan kertas kecil 

atau dari bahan lain, di atasnya ditulis penjelasan yang 

berkaitan dengannya. Sementara kata  ٌائْتِمَان secara 

bahasa artinya adalah kondisi aman yang saling 

percaya.
36

 

Dalam kebiasaan di dunia usaha artinya semacam 

pinjaman, yakni yang berasal dari kepercayaan (pemberi 

pinjaman) terhadap pinjaman dan sikap amanahnya 

serta kejujurannya. Oleh karena itu, ia memberikan dana 

itu dalam bentuk pinjaman untuk dibayar secara 

tertunda.
37

 

Definisi kartu kredit secara terminologis adalah 

kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya 
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yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli 

segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan 

tertentu secara hutang.
38

 

Kartu kredit terbagi menjadi dua, yaitu: pertama, 

Charge card adalah fasilitas kartu talangan yang 

dipergunakan oleh pemegang kartu (hamil al-bithaqah) 

sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada 

tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada 

pihak yang memberikan talangan (mushdir al-bithaqah) 

pada waktu yang telah ditetapkan. Kedua, Syariah card 

atau kartu kredit syariah adalah kartu yang berfungsi 

seperti kartu kredit yang mempunyai hubungan hukum 

(berdasarkan sistem yang sudah ada) antara pihak 

pemegang kartu (nasabah) dengan pemberi kartu (bank) 

berdasarkan prinsip syariah.
39

 

Kedua jenis kartu kredit tersebut merupakan pola 

pembiayaan di bank konvensional. Hanya saja kartu 

kredit syariah tidak mengenakan bunga, tetapi 

mengenakan fee atas keanggotaan dan transaksi yang 

dilakukan. Dewan Syariah Nasional-MUI melalui Fatwa 

No. 42/DSN MUI/V/2004 dan  Fatwa No. 54/DSN 

MUI/X/2006 menyetujui penerapan layanan produk 

syariah card kepada masyarakat melalui tiga akad yaitu 

kafalah, ijarah, dan akad qard. 

Penggunaan kartu kredit dalam setiap transaksi akan 

memberikan berbagai keuntungan kepada berbagai 

pihak walaupun dalam praktiknya terdapat juga 

kerugiannya.
40

 Manfaat penggunaan kartu kredit dilihat 

dari sisi pemegang kartu adalah kemudahan/praktis dan 

nyaman dalam transaksi karena tidak perlu membawa 

uang tunai dalam jumlah besar, resiko kehilangan dan 

pencurian uang lebih rendah karena kalau kartu hilang 
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card holder dapat segera menghubungi issuer atau 

acquirer untuk memblokir kartu, banyak fasilitas yang 

diperoleh dari kartu kredit seperti kemudahan belanja, 

mendapat asuransi, mengatasi kebutuhan dana 

mendesak dalam jangka pendek tanpa harus 

mengajukan permohonan kredit kepada bank.
41

 

Di samping keuntungan bank card mengandung 

beberapa kerugian jika tidak dilakukan secara hati-

hati.
42

 Biasanya nasabah agak boros dalam berbelanja, 

hal ini karena nasabah merasa tidak mengeluarkan uang 

tunai untuk belanja sehingga kadang-kadang ada hal-hal 

yang sebetulnya tidak perlu, dibelikan juga. Kemudian 

kerugian nasabah disebabkan karena sebagai merchant 

membebankan biaya tambahan untuk setiap kali 

melakukan transaksi.
43

 

2. Dasar Hukum Kartu Kredit Syariah 

Ada beberapa ayat Al-Qur‟an dan Hadis yang 

menjadi dasar hukum kartu kredit syariah, sebagai 

berikut: 

a. Al Quran 

Firman Allah QS. Al- Isra‟ ayat 26-27 : 

                  

                 

          

Artinya: “dan janganlah kamu menghambur-

hamburkan (hartamu) secara boros. 

                                                             
41
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Sesungguhnya pemborosan-pemborosan itu 

adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu 

adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”
44

 

Ayat diatas memberikan penegasan bahwa 

kita dilarang untuk menghambur-hamburkan 

harta yang kita miliki secara boros atau 

berlebihan, Islam mengajarkan kita 

kesederhanaan, sehingga kita harus 

membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan 

saja, seperlunya saja dan tidak boleh berlebihan. 

Dalam ayat ke 27 Allah SWT Berfirman bahwa 

orang-orang yang berprilaku boros adalah 

saudara-saudara setan, tentu kita tidak mau 

bukan menjadi saudaranya setan, karena setan 

ciptaan Allah SWT yang ingkar dan tidak mau 

menjalankan perintah-Nya. Sehingga setan 

nantinya akan membawa kita ke dalam neraka. 

Firman Allah QS. Al Baqarah ayat 282 : 

                  

                    

                  

                      

                   

                      …  

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! 

Apabila kamu melakukan utang piutang untuk 

waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
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menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis 

di antara kamu menuliskan dengan benar. 

Janganlah penulis menolak untuk 

menuliskannya sebagaimana Allah telah 

mengajarkan kepadanya, maka hendaklah ia 

menuliskan. Dan hendaklah orang yang 

berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan 

janganlah dia mengurangi sedikitpun dari 

padanya. Jika yang berutang itu kurang akalnya 

atau lemah (keadaannya, atau tidak mampu 

mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya 

mendiktekannya dengan benar...”
45

 

 

b. Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Salamah bin al-

Akwa':  

هَا، أَنَّ الهَّبَِّ  صَلَّا اللُ عَلَيْىِ وَآلِىِ وَوَلَّمَ أُتَِ بَِِهَازَةٍ ليُِصَلِّيَ عَلَي ْ
فَ قَالَ: يَلْ عَلَيْىِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوْا: لَا، فَصَلَّا عَلَيْىِ، ثَُُّ أُتَِ بَِِهَازَةٍ 

عَلَا نَ عَمْ، قَالَ: صَلُّوْا  :أُرْرَى، فَ قَالَ: يَلْ عَلَيْىِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوْا
عَلَيَّ دَيْ هُىُ ياَ رَوُوْلَ الِل، فَصَلَّا  :صَاحِبِكُمْ، قَالَ أبَُ وْ قَ تَادَةَ 

46عَلَيْىِ   
Artinya: "Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW 

jenazah seorang laki-laki untuk dishalatkan. 

Rasulullah bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' 

Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau 

mensalatkannya. Kemudian dihadap-kan lagi 

jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia 

mempunyai utang?' Mereka menjawab, 'Ya'. 

Rasulullah berkata, 'Shalatkanlah temanmu itu' 
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(beliau sendiri tidak mau menshalatkannya). Lalu 

Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin utangnya, ya 

Rasulullah'. Maka Rasulullah pun menshalatkan 

jenazah tersebut."
47

 

Hadis di atas menjelaskan barang siapa yang 

mempunyai utang hendaklah dilunasi sebelum 

meninggal karena utang merupakan tanggung jawab 

yang berat. Sampai ada seseorang yang menanggung 

utang seseorang yang meninggal tersebut barulah 

Rasulullah bersedia menyolatkan mayit itu. 

Berdasarkan ketiga dasar hukum di atas, dapat 

disimpulkan dalam menggunakan kartu kredit 

mempunyai batasan yaitu tidak boleh berprilaku 

boros, semua jumlah perhitungan dalam 

menggunakan kartu kredit harus ada yang 

mencatatnya (pihak bank) dan bagi yang berhutang 

wajib untuk mendiktekan pengeluaran yang 

digunakan dengan kartu kredit, utang yang 

disebabkan karena penggunaan kartu kredit itu wajib 

untuk di bayar walau bank sudah menjadi penjamin 

bagi merchant. 

3. Fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang 

Syariah Card 

Fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 

tentang Syariah Card pada tanggal 11 Oktober 2006 

atau pada 18 Ramadhan 1427 H Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 

mengadakan rapat pleno dan memutuskan fatwa tentang 

Syariah Card.
48

 

Bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, 

keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah dalam 

melakukan transaksi dan penarikan tunai, Bank Syariah 
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dipandang perlu menyediakan sejenis Kartu Kredit, 

yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang 

dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas 

kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, 

termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk 

melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban 

pembayaran pemegang kartu dijamin dan dipenuhi 

terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan 

pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan 

kewajiban pembayaran tersebut kepada penerbit pada 

waktu yang disepakati secara angsuran. 

Kartu Kredit yang ada menggunakan sistem bunga 

(interest) sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah. 

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kartu 

yang sesuai syariah, DSN-MUI memandang perlu 

menetapkan fatwa tentang Syariah Card (بطاقة الائتمان) 
yang fungsinya seperti Kartu Kredit untuk dijadikan 

pedoman. 

Dengan segala pertimbangan dan dasar hukum 

yang sudah ada Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia menetapkan FATWA TENTANG 

SYARIAH CARD dengan ketentuan umum. 

Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti 

Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan 

sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan 

prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini. 

Para pihak sebagaimana dimaksud adalah pihak 

penerbit kartu (mushdir al-bithaqah), pemegang kartu 

(hamil al-bithaqah) dan penerima kartu (merchant, tajir 

atau qabil al-bithaqah). 

Membership Fee (rusum al-‟udhwiyah) adalah 

iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa 

keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin 

menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan 

kesepakatan. 
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Merchant Fee adalah fee yang diberikan oleh 

merchant kepada penerbit kartu sehubungan dengan 

transaksi yang menggunakan kartu sebagai 

upah/imbalan (ujrah) atas jasa perantara (samsarah), 

pemasaran (taswiq) dan penagihan (tahsil al-dayn). 

Fee Penarikan Uang Tunai adalah fee atas 

penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (rusum 

sahb al-nuqud). 

Ta‟widh adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya 

yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat 

keterlambatan pemegang kartu dalam membayar 

kewajibannya yang telah jatuh tempo. 

Denda keterlambatan (late charge) adalah denda 

akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan 

diakui seluruhnya sebagai dana sosial. 

Syariah card diperbolehkan dengan ketentuan 3 

akad yaitu sebagai berikut. Kafalah: dalam hal ini 

Penerbit Kartu adalah penjamin (kafil) bagi Pemegang 

Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar 

(dayn) yang timbul dari transaksi antara Pemegang 

Kartu dengan Merchant, dan/atau penarikan tunai dari 

selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas 

pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee 

(ujrah kafalah). Qardh: dalam hal ini Penerbit Kartu 

adalah pemberi pinjaman (muqridh) kepada Pemegang 

Kartu(muqtaridh) melalui penarikan tunai dari bank 

atau ATM bank Penerbit Kartu. Ijarah: dalam hal ini 

Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran 

dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas Ijarah 

ini, Pemegang Kartu dikenakan membership fee. 

Ketentuan tentang Batasan (Dhawabith wa Hudud) 

Syariah Card yaitu tidak menimbulkan riba, tidak 

digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan 

syariah, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan 

(israf), dengan cara antara lain menetapkan pagu 
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maksimal pembelanjaan, pemegang kartu utama harus 

memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada 

waktunya, tidak memberikan fasilitas yang 

bertentangan dengan syariah 

Ketentuan fee. Iuran keanggotaan (membership fee) 

penerbit kartu berhak menerima iuran keanggotaan 

((rusum al-‟udhwiyah) termasuk perpanjangan masa 

keanggotaan dari pemegang Kartu sebagai imbalan 

(ujrah) atas izin penggunaan fasilitas kartu. 

Ketentuan Merchant fee. Penerbit kartu boleh 

menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi 

atau pelayanan sebagai upah/imbalan (ujrah) atas 

perantara (samsarah), pemasaran (taswiq) dan 

penagihan (tahsil al-dayn). 

Ketentuan fee penarikan uang tunai Penerbit kartu 

boleh menerima fee penarikan uang tunai (rusum sahb 

al-nuqud) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan 

fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah 

penarikan. 

Ketentuan fee kafalah. Penerbit kartu boleh 

menerima fee dari Pemegang Kartu atas pemberian 

Kafalah. 

Semua bentuk fee tersebut di atas harus ditetapkan 

pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, 

kecuali untuk merchant fee. 

Ketentuan Ta‟widh dan Denda sebagai berikut. 

Ta‟widh  

Penerbit Kartu dapat mengenakan ta‟widh, yaitu ganti 

rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh 

Penerbit Kartu akibat keterlambatan pemegang kartu 

dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.  

Denda keterlambatan (late change). Penerbit kartu 

dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran 

yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial. 
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Jika salah satu pihak tidak menunaikan 

kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara 

pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dapat 

dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau melalui 

Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan 

melalui musyawarah. 

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat 

kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan 

sebagaimana mestinya. 
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BAB III 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Gambaran Lokasi Penelitian 

1. Sejarah BNI Syariah 

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan 

ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah 

dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan 

maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat 

terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan 

berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, 

pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit 

Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di 

Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan 

Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang 

menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang 

Pembantu. 

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati 

layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional 

(office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet 

yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam 

pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap 

memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. 

Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini 

diketuai oleh KH.Ma’ruf Amin, semua produk BNI 

Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah 

memenuhi aturan syariah.
1
 

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia 

Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 

mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI 

Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 

2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer 

dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana 

                                                             
1
 www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah (diakses pada tanggal 7 

April 2017). 
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tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan 

beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum 

Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 

tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi 

yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 

tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara 

(SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap 

pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan 

kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan 

syariah juga semakin meningkat. 

Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 

Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 

Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment 

Point. BNI Syariah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas 

Jasa Keuangan. 

2. Visi Misi BNI Syariah 

Visi BNI Syariah adalah untuk menjadi bank 

syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan 

dan kinerja sesuai dengan syariat Islam. 

Misi BNI Syariah adalah memberikan kontribusi 

positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian 

lingkungan, memberikan solusi bagi masyarakat untuk 

kebutuhan jasa perbankan syariah, memberikan nilai 

investasi yang optimal bagi investor, menciptakan 

wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk 

berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai sebagai 

perwujudan ibadah, menjadi acuan tata kelola 

perusahaan yang amanah.
2
 

 

 

 

                                                             
2
 Ibid.,. 

http://www.ojk.go.id/
http://www.ojk.go.id/
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3. Struktur Organisasi BNI Syariah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Produk-Produk BNI Syariah 

1) BNI Deposito iB Hasanah 

BNI Deposito iB Hasanah yaitu investasi 

berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah 

yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan 

perusahaan, dengan menggunakan akad 

mudharabah. 

2) BNI Giro iB Hasanah  

BNI Giro iB Hasanah adalah simpanan 

transaksional dalam mata uang IDR dan USD yang 

dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan 

akad Mudharabah Mutlaqah atau Wadiah Yadh 

Dhamanah yang penarikannya dapat dilakukan 

http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-giro-valas
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setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, 

Sarana Perintah pembayaran lainnya atau dengan 

Pemindah bukuan. 

3) BNI Dollar iB Hasanah  

BNI Dollar iB Hasanah Tabungan yang dikelola 

dengan akad mudharabah yang memberikan 

berbagai fasilitas serta kemudahan bagi Nasabah 

Perorangan dan Non Perorangan dalam mata uang 

USD. 

4) BNI SimPel iB Hasanah  

BNI SimPel iB Hasanah Tabungan dengan akad 

wadiah untuk siswa berusia di bawah 17 tahun 

dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur 

yang menarik untuk mendorong budaya menabung 

sejak dini. 

5) BNI Baitullah iB Hasanah  

BNI Baitullah iB Hasanah adalah tabungan 

dengan akad Mudharabah atau  Wadiah yang 

dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan 

kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah Haji 

(Reguler/Khusus) dan merencanakan ibadah Umrah 

sesuai keinginan penabung dengan sistem setoran 

bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah dan 

USD. 

6) BNI Prima iB Hasanah  

BNI Prima iB Hasanah adalah tabungan dengan 

akad Mudharabah yang memberikan berbagai 

fasilitas serta kemudahan bagi Nasabah segmen high 

networth individuals secara perorangan dalam mata 

uang rupiah dan bagi hasil yang lebih kompetitif. 

7) BNI Tunas iB Hasanah  

BNI Tunas iB Hasanah adalah tabungan dengan 

akad Wadiah yang diperuntukkan bagi anak-anak 

dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun. 

 

http://www.bnisyariah.co.id/produk/tabungan-bni-dollar-ib-hasanah
http://www.bnisyariah.co.id/produk/tabungan-bni-dollar-ib-hasanah
http://www.bnisyariah.co.id/produk/tabungan-bni-simpel-ib-hasanah
http://www.bnisyariah.co.id/produk/tabungan-bni-simpel-ib-hasanah
http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-tabungan-haji-2
http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-tabungan-prima
http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-tabungan-anak
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8) BNI Bisnis iB Hasanah  

BNI Bisnis iB Hasanah adalah tabungan dengan 

akad Mudharabah yang dilengkapi dengan detil 

mutasi debet dan kredit pada buku tabungan dan 

bagi hasil yang lebih kompetitif dalam mata uang 

rupiah. 

9) BNI iB Hasanah  

BNI iB Hasanah adalah tabungan dengan akad 

Mudharabah atau  Wadiah yang memberikan 

berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang 

Rupiah. 

10) BNI Tapenas iB Hasanah  

BNI Tapenas iB Hasanah adalah tabungan 

berjangka dengan akad Mudharabah untuk 

perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan 

prinsip syariah dengan sistem setoran bulanan yang 

bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana 

masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, 

pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya. 

11) BNI TabunganKu iB Hasanah  

BNI TabunganKu iB Hasanah adalah produk 

simpanan dana  dari Bank Indonesia yang dikelola 

sesuai dengan prinsip syariah dengan akad Wadiah 

dalam mata uang Rupiah untuk meningkatkan 

kesadaran menabung masyarakat. 

12) BNI Multiguna iB Hasanah  

Multiguna iB Hasanah adalah Fasilitas 

Pembiayaan Konsumtif yang diberikan kepada 

anggota masyarakat untuk pembelian barang 

kebutuhan konsumtif dan/ atau jasa sesuai prinsip 

syariah dengan disertai agunan berupa tanah dan 

bangunan yang ditinggali berstatus SHM atau 

SHGB dan bukan barang yang dibiayai. 

http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-tabungan-bisnis-non-perorangan
http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-tabungan
http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-tabungan-rencana
http://www.bnisyariah.co.id/produk/tabunganku-ib
http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-multiguna
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13) BNI Oto iB Hasanah  

Oto iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan 

konsumtif murabahah yang diberikan kepada 

anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan 

bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang 

dibiayai dengan pembiayaan ini. 

14) BNI Emas iB Hasanah  

Pembiayaan Emas iB Hasanah (BNI Syariah 

Kepemilikan Emas) merupakan fasilitas pembiayaan 

yang diberikan untuk membeli emas logam mulia 

dalam bentuk batangan yang diangsur secara pokok 

setiap bulannya melalui akad murabahah (jual beli). 

15) BNI CCF iB Hasanah  

CCF iB Hasanah adalah pembiayaan yang 

dijamin dengan cash, yaitu dijamin dengan 

Simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, dan 

Tabungan yang diterbitkan BNI Syariah. 

16) BNI Fleksi Umroh iB Hasanah  

Fleksi iB Hasanah Umroh (Fleksi Umroh) 

adalah pembiayaan konsumtif bagi anggota 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian 

Jasa Paket Perjalanan Ibadah Umroh melalui BNI 

Syariah yang telah bekerja sama dengan Travel 

Agent sesuai dengan prinsip syariah. 

17) BNI Griya iB Hasanah  

BNI Syariah KPR Syariah (Griya iB Hasanah)  

adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang 

diberikan kepada anggota masyarakat untuk 

membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk 

ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan 

membeli tanah kavling serta rumah indent, yang 

besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan 

dan kemampuan membayar kembali masing-masing 

calon. 

http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-otomotif-2
http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-kepemilikan-emas
http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-pembiayaan-jaminan-cash
http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-jasa-umroh
http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-kpr-syariah
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18) Pembiayaan Mikro 

1. Rahn Mikro  

Pembiayaan mulai dari  Rp. 500 rb hingga Rp. 

50 Jt 

Jangka Waktu Pembiayaan 3,6,9,12 bulan (tidak 

dapat diperpanjang) 

Tujuan : Modal Usaha /produktif, biaya 

pendidikan, kesehatan, dll (konsumtif) dan 

Keperluan lainnya 

Persyaratan : Fotokopi KTP, fisik emas 

2. Mikro 3 iB Hasanah  

Pembiayaan mulai dari > Rp. 50 Juta hingga 

Rp. 500 Juta 

Jangka Waktu Pembiayaan mulai 6 bulan 

hingga 60 bulan*
)
 

Tujuan : Pembiayaan Pembelian barang modal 

kerja, Investasi produktif dan pembelian barang 

lainnya (konsumtif). 

Persyaratan : Fotokopi KTP,KK,Surat 

Keterangan Usaha,Bukti Kepemilikan Jaminan. 

3. Mikro 2 iB Hasanah  

Pembiayaan mulai dari Rp. 5 Juta hingga Rp. 50 

Juta 

Jangka Waktu Pembiayaan mulai 6 bulan 

hingga 36 bulan 

Tujuan : Pembiayaan pembelian barang modal 

kerja, Investasi produktif dan pembelian barang 

lainnya (konsumtif). 

Persyaratan : Fotokopi KTP,KK,Surat 

Keterangan Usaha, Bukti Kepemilikan Jaminan. 

 

http://www.bnisyariah.co.id/produk/rahn-mikro
http://www.bnisyariah.co.id/produk/mikro-3
http://www.bnisyariah.co.id/produk/mikro-2
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19) Pembiyayaan Usaha Kecil Dan Menengah 

1. BNI Syariah Wirausaha  

Wirausaha iB Hasanah (WUS) adalah 

fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan 

untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-

usaha produktif (modal kerja dan investasi) 

yang tidak bertentangan dengan syariah  dan 

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 

2. BNI Syariah Valas  

Pembiayaan Valas iB Hasanah adalah 

pembiayaan yang diberikan oleh unit 

operasional dalam negeri kepada nasabah 

pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata 

uang valuta asing. 

3. BNI Syariah Kopkar/Kopeg  

Pembiayaan Kerjasama Kopkar/Kopeg iB 

Hasanah adalah fasilitas pembiayaan 

mudharabah produktif dimana BNI Syariah 

sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan 

dengan pola executing kepada Koperasi 

Karyawan (Kopkar)/Koperasi Pegawai (kopeg) 

untuk disalurkan secara prinsip syariah ke end 

user/pegawai. 

4. BNI Syariah Dealer iB Hasanah  

Pola kerjasama pemasaran dealer dilatar 

belakangi oleh adanya potensi pembiayaan 

kendaraan bermotor secara kolektif yang 

melibatkan end user dalam jumlah yang cukup 

banyak. Hal tersebut  membutuhkan tenaga 

yang cukup besar dalam hal penyaluran, 

pemantauan, atau penyelesaian pembiayaannya. 

5. BNI Syariah Tunas Usaha  

Tunas Usaha iB Hasanah (TUS) adalah 

pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang 

http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-wirausaha
http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-valas
http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-kopkarkopeg
http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-dealer-ib-hasanah
http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-tunas-usaha
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diberikan untuk usaha produktif yang feasible 

namun belum bankable dengan prinsip syariah 

dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi 

Presiden Nomor 6 tahun 2007. 

6. BNI Syariah Usaha Kecil  

Usaha Kecil iB Hasanah adalah 

pembiayaan syariah yang digunakan untuk 

tujuan produktif (modal kerja maupun 

investasi) kepada pengusaha kecil 

berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan 

syariah. 

20) Pembiayaan Korporasi 

1. BNI Syariah Multifinance  

Pembiayaan kepada Multifinance adalah 

penyaluran pembiayaan langsung dengan 

pola executing, kepada Multifinance untuk 

usahanya dibidang  perusahaan pembiayaan 

sesuai dengan prinsip Syariah. 

2. BNI Syariah Linkage Program  

Pembiayaan Kerjasama Linkage 

Program iB Hasanah adalah fasilitas 

pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai 

pemilik dana menyalurkan pembiayaan 

dengan pola executing kepada Lembaga 

Keuangan Syariah (LKS) (BMT, BPRS, 

KJKS, dll) untuk diteruskan ke end user 

(pengusaha mikro, kecil, dan menengah 

syariah). Kerjasama dengan LKS dapat 

dilakukan secara langsung ataupun melalui 

Lembaga Pendamping. 

3. BNI Syariah Kopkar/Kopeg  

Pembiayaan Kerjasama Kopkar/Kopeg 

iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan 

mudharabah produktif dimana BNI Syariah 

http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-usaha-kecil
http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-multifinance
http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-linkage-program
http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-kopkarkopeg-2
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sebagai pemilik dana menyalurkan 

pembiayaan dengan pola executing kepada 

Koperasi Karyawan (Kopkar)/Koperasi 

Pegawai (kopeg) untuk disalurkan secara 

prinsip syariah ke end user/pegawai. 

4. BNI Syariah Usaha Besar  

Usaha Besar iB Hasanah adalah 

pembiayaan syariah yang digunakan untuk 

tujuan produktif (modal kerja maupun 

investasi ) kepada pengusaha pada 

segmentasi besar berdasarkan prinsip-prinsip 

pembiayaan syariah. 

5. BNI Syariah Valas  

Pembiayaan Valas iB Hasanah adalah 

pembiayaan yang diberikan oleh unit 

operasional dalam negeri kepada nasabah 

pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk 

mata uang valuta asing. 

6. BNI Syariah Ekspor  

Pembiayaan  Ekspor iB Hasanah adalah 

fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada 

eksportir (perusahaan ekspor), baik dalam 

rupiah maupun valuta asing untuk keperluan 

modal kerja dalam rangka pengadaan barang-

barang yang akan diekspor (sebelum barang 

dikapalkan/preshipment) dan/atau untuk 

keperluan pembiayaan proyek investasi 

dalam rangka produksi barang ekspor. 

7. BNI Syariah Onshore  

Pembiayaan Onshore iB Hasanah adalah 

pembiayaan yang diberikan oleh unit 

operasional dalam negeri kepada nasabah 

pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk 

mata uang valuta asing untuk membiayai 

http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-usaha-besar
http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-valas-2
http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-ekspor
http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-onshore
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usaha yang dikategorikan kegiatan ekspor 

(penghasil devisa). 

21) Kartu Pembiayaan iB Hasanah Card  

iB Hasanah Card merupakan kartu 

pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit 

berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem 

perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, 

dan kompetitif tanpa perhitungan bunga yang 

diterima di seluruh tempat bertanda MasterCard 

dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di 

seluruh dunia yang diterbitkan oleh BNI Syariah 

dengan Layanan Consumer. 

22) Bank Notes, adalah uang kertas asing yang 

merupakan alat pembayaran yang sah di Negara 

Penerbit, namun merupakan “barang dagangan” 

di negara lain (termasuk Indonesia). 

23) Small Bussines atau Bank garansi adalah 

pelaksanaan pemberian jaminan dari bank atas 

permohonan nasabah untuk membayar sejumlah 

uang kepada pihak lain dengan persyaratan dan 

jangka waktu tertentu. 

24) Kiriman Uang  

Layanan kiriman uang menyediakan pilihan 

yaitu kiriman uang dalam negeri dan 

internasional. 

a) Kiriman Uang Dalam Negeri 

Anda dapat memilih layanan kiriman uang 

dalam negeri sesuai kebutuhan. Kami 

menyediakan layanan kiriman dalam mata 

uang Rupiah dengan berbagai pilihan. 

b) Kiriman Uang Luar Negeri 

Bagi Anda yang akan mengirim uang dalam 

valuta asing ke bank di luar negeri, Kami 

menyediakan layanan kiriman uang luar 

negeri atau remittance dengan biaya yang 

http://www.bnisyariah.co.id/produk/definisi
http://www.bnisyariah.co.id/produk/bank-notes
http://www.bnisyariah.co.id/produk/kiriman-uang
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bersaing. Kami bekerja sama dengan 

berbagai bank koresponden di luar negeri 

sehingga kiriman uang Anda dapat cepat dan 

aman. Layanan kiriman uang luar negeri 

kami sediakan baik untuk keperluan pribadi 

maupun bisnis. 

25) Corporate Banking 

Transaksi Ekspor adalah kegiatan 

perdagangan dengan cara mengeluarkan barang 

dari Wilayah Pabean suatu negara dan 

memasukkan ke daerah Pabean negara lain 

dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang 

berlaku dibidang eksportir.  

26) FasilitasTalangan 

Untuk memenuhi kebutuhan nasabah 

terhadap penyelesaian piutang atau tagihan 

jangka pendek, BNI Syariah dapat melakukan 

pengurusan dokumen-dokumen penjualan dan 

penagihan piutang kepada mitra bisnisnya atau 

pihak lain yang ditunjuk oleh nasabah. Apabila 

diperlukan, BNI Syariah dapat memberikan 

pembiayaan talangan kepada nasabah sesuai 

prinsip syariah.
3
 

  

                                                             
3
 Ibid.,.  
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B. Sistem Kartu Kredit Syariah Pada BNI Syariah Bandar 

Lampung 

Kartu kredit pada BNI Syariah disebut dengan Hasanah 

Card. iB Hasanah Card terdiri dari 3 jenis kartu : 

 

 

 

    

Classic                             Gold                         Platinum 

(sumber: formulir pengajuan iB Hasanah Card) 

*Classic dengan limit saldo 4-6 juta, Gold dengan limit 

8-30 juta, Platinum dengan limit 40-900juta. 

Prosedur pengajuan Hasanah Card bagi calon nasabah 

pegawai menyiapkan foto copy Kartu Tanda Penduduk 

(KTP), foto copy NPWP, Slip penghasilan minimum 3,1 

juta perbulan. Bagi calon nasabah untuk usaha 

menyerahkan foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk), 

NPWP, Slip penghasilan, Surat Keterangan Usaha (SKU), 

foto copy pembayaran rekening listrik tiga bulan terakhir, 

foto copy Kartu Keluarga (KK).
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4
 Wawancara dengan Ibu Ana Mariana, S.E., pada tanggal 13 April 

2017 di BNI Syariah Bandar Lampung. 
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a) Persyaratan Aplikasi 

 

 

 

 

(sumber: formulir pengajuan iB Hasanah card) 

Bank berhak menyetujui/menolak jenis kartu yang 

dipilih/diinginkan oleh pemohon iB Hasanah Card 

berdasarkan informasi penghasilan pemohon iB 

Hasanah Card 

b) Persyaratan Dokumen 

 

Sumber: (formulir pengajuan iB Hasanah Card) 

Catatan: *Untuk Dokter/Profesional lainnya dapat berupa 

fotokopi Tabungan/SPT dan untuk Pengusaha dapat berupa 

Rekening Koran 3 bulan terakhir/SPT. 

Calon nasabah melakukan akad di awal dengan 

mengisi formulir aplikasi, tanda tangan, dan melengkapi 

dokumen yang sudah  dipersyaratkan, menyerahkan 

kepada marketing, kemudian pihak marketing 

melakukan pengecekan ringan dan wawancara.  

Pihak marketing menyerahkan seluruh perlengkapan 

data kepada pihak processing. Kemudian pihak 

processing melakukan pengecekan kembali, dari aspek 

5c, BI checking, menganalisa kemampuan nasabah, dan 

menentukan plafon atau limit kartu. Pihak processing 
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berhak menentukan layak atau tidaknya nasabah 

mendapatkan pembiayaan Bi Hasanah Card. 

Jika dinilai layak, pihak processing menyerahkan 

pada pemutus atau pimpinan. Jika disetujui, pemimpin 

menyerahkan kembali pada processing untuk ditindak 

lanjuti ke akad. Setelah mendapat persetujuan tersebut 

unit operasional akan mencetak kartu dan selanjutnya 

melakukan pengiriman kartu kepada nasabah.
5
 

Hasil wawancara penulis dengan beberapa nasabah 

Hasanah Card mengatakan besaran slip gaji yang 

nasabah ajukan, di manipulasi oleh pihak marketing, gaji 

bulanan nasabah dibuat Rp. 10.000.000 perbulan dengan 

tujuan pengajuan Hasanah Card dapat di terima dan 

mendapatkan limit yang besar seperti kartu Gold yang 

limitnya 8-30 juta.
6
 

Batasan Penggunaan iB Hasanah Card tidak 

digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan 

Syariah dan juga tidak mendorong pengeluaran yang 

berlebihan (israf) Pemegang iB hasanah card harus 

memiliki kemampuan financial untuk melunasi pada 

waktunya. 

1. Layanan yang terdapat dalam iB Hasanah Card 

adalah sebagai berikut: 

1) Fitur iB Hasanah Card dapat diterima sebagai 

alat pembayaran di lebih 29 juta tempat usaha 

yang memasang logo MasterCard di seluruh 

dunia. iB Hasanah Card juga memiliki fasilitas 

pengambilan uang tunai melalui ATM BNI 

maupun ATM bank lain yang memliki jaringan 

MasterCard di seluruh dunia. Jaringan ini dapat 

ditemui di logo Cirrus. 

2) Layanan transaksi fitur di ATM BNI yang 

pembayarannya dapat menggunakan iB  Hasanah 

                                                             
5
 Ibid.,.  

6
 Wawancara dengan Bapak Muslim M.S.I. dan Ibu Herlina Kurniati 

M.E.I. selaku nasabah pengguna Kartu Kredit BNI Syariah Bandar Lampung 

tanggal 5 April 2017. 
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Card adalah pembelian tiket pesawat (Garuda, 

Lion Air & Mandala), isi ulang pulsa (Simpati, 

As, Jempol, XL Bebas Reguler, XL Bebas Xtra, 

Mentari, StarOne, IM3,Fren, Esia, Three & 

Flexi), Pembayaran tagihan listrik (area tertentu), 

air minum, telepon, handphone dan TV 

berlangganan (PLN, TPJ, Telkom, Telkomsel, 

Flexi, Speedy, Xplor, Matrix, StarOne, Fren, 

Esia, Three, Indovision, Astro, First Media & 

Telkomvision), pembayaran uang kuliah (UI) 

dan universitas lain yang tergabung dalam 

Student Payment Centre. 

3) SmartBill Merupakan fitur yang dapat dinikmati 

oleh Pemegang iB Hasanah Card untuk 

melakukan pembayaran tagihan bulanan secara 

rutin secara otodebet. Beberapa jenis 

pembayaran yang dilakukan melalui fitur ini 

adalah Telkom (area tertentu), Telkomsel, 

Matrix, Xplor, Fren, Esia,Indovision, First 

Media, Digital 1, Indosat M2, Speedy dan air 

bersih TPJ. 

4) Smart Pending 0% adalah fitur/program yang 

disediakan oleh Pihak Pertama berupa layanan 

cicilan dengan jangka waktu tertentu atas suatu 

transaksi pembelanjaan dengan jumlah tertentu 

dengan menggunakan iB hasanah card pada 

Program yang oleh Pihak Pertama ditetapkan 

sebagai Smart Spending. 

 

 

 

 

 

  (sumber: formulir pengajuan iB Hasanah card) 
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5) Danaplus adalah fasilitas untuk melakukan 

transfer dana dari iB hasanah card ke rekening 

tabungan pemegang kartu di bank manapun. 

Maksimal dana yang bisa di transfer adalah 

sebesar 20% dari batas kredit iB hasanah card. 

 

  (sumber: formulir pengajuan iB Hasanah Card) 

6) E-Billing Fasilitas pengiriman tagihan ke alamat 

e-mail pemegang kartu. 

7) E-Katalog Fitur pengiriman informasi promo dan 

program iB hasanah card ke alamat e-mail 

pemegang kartu yang sudah terdaftar di sistem 

Cardlink. 

8) Executive Lounge 

Bagi Pemegang iB Hasanah Card 

Platinum yang bepergian menggunakan pesawat 
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udara, Anda dapat menikmati fasilitas Executive 

Lounge selama menunggu waktu 

keberangkatan. 

(sumber: website resmi BNI Syariah) 

2.  Tarif iB Hasanah Card  

a) Iuran Tahunan/ membership fee 

 

 

 

* Free Iuran Tahunan tahun pertama untuk semua iB hasanah card 

(sumber: formulir pengajuan iB Hasanah Card) 

Membership fee adalah iuran tahunan yang 

disepakati bersama dan berlaku untuk semua nasabah 

Hasanah Card. Dalam Fatwa DSN MUI No. 54/DSN-

MUI/X/2006 Tentang Syariah Card memutuskan 

penerbit kartu berhak menerima iuran keanggotaan 

(membership fee) termasuk perpanjangan masa 

keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan 

(ujrah) atas izin penggunaan fasilitas kartu.  

Membership Fee dihitung dengan 

mempertimbangkan cost yang dikeluarkan oleh bank, 

http://www.bnisyariah.co.id/produk/iuran-tahunan


 

 

55 

tingkat keuntungan perusahaan dan juga kondisi 

persaingan pasar. Jadi, tidak ada perhitungan yang 

spesifik. 

Limit kartu di bagi dalam 3 jenis dengan masing-

masing memiliki range limit berbeda. Hal ini untuk 

mengakomodasi pemberian limit yang berbeda-beda 

kepada nasabah yang disesuaikan dengan kemampuan 

financial nasabah. Hal ini pun sesuai dengan ketentuan 

BI (Bank Indonesia) bahwa pemberian limit kartu 

maksimum dua kali penghasilan nasabah. 

b) Monthly Membership Fee 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (sumber: formulir pengajuan iB Hasanah Card) 
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c) Biaya Lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sumber: formulir pengajuan iB Hasanah Card) 

Dijelaskan dalam table di atas bahwa biaya 

penarikan tunai sebesar Rp. 25.000 setiap penarikan, dan 

ada biaya administrasi materai. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Bapak Muslim M.S.I. dan Ibu 

Herlina Kurniati M.E.I selaku nasabah hasanah card 

yang bekerja sebagai dosen di UIN Lampung 

mengatakan biaya administrasi atau biaya lain-lainnya 

tidak disebutkan atau tidak diberitahukan oleh 

marketing. Marketing memberitahukan bahwa kartu 

kredit di BNI Syariah tidak ada biaya tambahan lainnya. 

Jadi nasabah baru mengetahui adanya biaya tambahan ini 

setelah melakukan pelunasan.
7
 

 

 

 

 

                                                             
7
 Wawancara dengan Bapak Muslim M.S.I. dan Ibu Herlina Kurniati 

M.E.I. selaku nasabah Kartu Kredit BNI Syariah Bandar Lampung tanggal 5 

April 2017. 



 

 

57 

3. Simulasi Perhitungan iB Hasanah Card  

 

 

 

 

 

 

 (sumber: formulir pengajuan iB Hasanah Card) 

*Cash Rebate adalah salah satu bentuk apresiasi kepada 

Pemegang iB Hasanah Card yang telah melakukan 

pembayaran yang sifatnya sebagai pengurang dari 

monthly membership fee. Besarnya persentase Cash 

Rebate tidak diperjanjikan dalam bentuk akad dan dapat 

berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan dari 

BNI Syariah. 

4. Pembayaran iB Hasanah Card 

Tagihan iB Hasanah Card setiap bulan nasabah 

akan menerima Lembar Penagihan (Billing 

Statement) sesuai dengan Tanggal Cetak Tagihan 

(Cycle Date) iB Hasanah Card Anda. 

Lembar Penagihan Anda akan memuat rincian 

transaksi (pembelanjaan dan penarikan tunai), 

pembayaran serta biaya-biaya (bila ada). Sebelum 

melakukan pembayaran , nasabah diharap untuk 

membaca lembar penagihan terlenih dahulu. 

BNI Syariah akan menerbitkan dan 

mengirimkan Lembar Penagihan ke alamat 

Pemegang Kartu Utama atau melalui e-mail bagi 

peserta Layanan e-Biliing iB Hasanah Card.
8
 

                                                             
8
 Wawancara dengan Ibu Ana Mariana, S.E., pada tanggal 13 April 

2017 di BNI Syariah Bandar Lampung. 

http://www.bnisyariah.co.id/produk/simulasi-perhitungan-ib-hasanah-card
http://www.bnisyariah.co.id/produk/pembayaran-ib-hasanah-card
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Berdasarkan wawancara dengan Ibu Herlina 

Kurniati, lembaran tagihan tidak dikirimkan 

kealamat, sehingga Ibu Herlina meminta pihak BNI 

Syariah untuk mengirimkan tagihan ke email, 

barulah pihak BNI Syariah mengirimkan tagihan 

bulanannya.
9
 

Tanggal cetak tagihan (Cycle Date) adalah 

tanggal terakhir transaksi dan pembayaran 

dibukukan ke Lembar Tagihan Pemegang Kartu 

untuk bulan berjalan. Tagihan bulan ini adalah 

tagihan baru yang harus Anda bayar sebelum atau 

pada saat tanggal jatuh tempo.  Tanggal jatuh tempo 

adalah tanggal terakhir pembayaran Anda harus 

diterima BNI Syariah. 

Jumlah pembayaran yang dapat dipilih antara lain: 

1) Pembayaran minimum 10% dari tagihan baru 

atau minimum Rp 50.000,- (mana yang lebih 

besar) ditambah cicilan tetap dan/atau 

pembayaran minimum tertunggal dan/atau over 

limit (bila ada). Apabila terdapat tunggakan 

maka pembayaran minimum sebelumnya 

terakumulasi dengan pembayaran minimum 

bulan ini (Berlaku untuk iB Hasanah Card 

Classic dan Gold). 

2) Pembayaran minimum 10% dari tagihan baru 

atau minimum Rp 100.000,- (mana yang lebih 

besar) ditambah cicilan tetap dan/atau 

pembayaran minimum tertunggal dan/atau over 

limit (bila ada). Apabila terdapat tunggakan 

maka pembayaran minimum sebelumnya 

terkamulasi dengan pembayaran minimum 

bulan ini (Berlaku untuk iB Hasanah Card 

Platinum). 

 

                                                             
9
 Wawancara dengan Ibu Herlina Kurniati, M.E.I., pada tanggal 5 

April 2017.  
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3) Pembayaran penuh (seluruh jumlah tagihan) 

4) Jumlah berapapun, antara pembayaran 

minimum dan tagihan baru. 

5. Channel Pembayaran Tagihan iB Hasanah Card 

Nikmati kemudahan pembayaran iB Hasanah Card 

melalui fasilitas sebagai berikut : 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

(sumber: website resmi BNI Syariah) 

*Biaya di atas dapat berubah sewaktu-waktu dan akan 

disampaikan melalui pemberitahuan tertulis atau media 

lainnya. 

C. Implementasi Akad Kartu Kredit Syariah pada BNI 

Syariah Bandar Lampung 

Terdapat persyaratan atau prosedur untuk memiliki 

kartu kredit pada BNI Syariah atau biasa disebut Kartu iB 

Hasanah Card. Terdapat tiga kategori kartu dalam Hasanah 

Card yaitu Hasanah Classic, Hasanah Gold, dan Hasanah 

Platinum.
10

 

Hasanah Classic dengan penghasilan minimum 36juta 

pertahun atau 3juta perbulan dengan limit kartu 4juta 

sampai 8juta. Hasanah Gold dengan penghasilan minimum 

60juta pertahun atau 5juta perbulan dengan limit kartu 

10juta sampai 30juta. Hasanah Paltinum dengan 

                                                             
10

 Formulir aplikasi iB Hasanah Card BNI Syariah. 
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penghasilan minimum 300juta pertahun atau 25juta 

perbulan dengan limit kartu 40juta sampai lebih dari 

120juta. 

Calon nasabah Hasanah Card dengan syarat usia 

minimum 21 tahun sampai maksimum 65 tahun. Dengan 

menyerahkan kepada pihak bank fotokopi KTP (Kartu 

Tanda Penduduk) atau Paspor, bukti penghasilan asli, 

fotokopi akte pendirian usaha (bila pengusaha), surat ijin 

profesi (untuk dokter/professional), untuk profesi dokter 

atau professional lainnya dapat berupa fotokopi tabungan 

dan untuk pengusaha menyerahkan fotokopi rekening 

Koran 3 bulan terakhir, bila mendapat limit kartu 50juta 

atau lebih akan diperlukan NPWP. 

Setelah persyaratan di atas lengkap, calon nasabah 

mengisi formulir aplikasi Hasanah Card yang diterima 

melalui petugas pemasaran (marketing), tenaga direct sales, 

dan lain-lainnya. Oleh unit processing akan dilakukan 

validasi dan pengecekan kelengkapan dokumen aplikasi 

Hasanah Card berdasarkan ketentuan yang berlaku. Setalah 

pengecekan kelengkapan dokumen serta validasi nya maka 

oleh unit data entry dilakukan penginputan data identitas 

pemohon kedalam sistem. 

Jika data telah dicek kelengkapannya dan telah 

diinput, maka akan dilakukan verifikasi kebenaran data 

pemohon oleh petugas teleplus officer BNI melalui telepon, 

dimana semua konfirmasi yang disampaikan oleh pemohon 

ataupun pihak terkaitlainnya akan dicatat ke dalam sistem 

yang akan menjadi data base informasi pemohon. Setelah 

berhasil, selanjutnya dilakukan analisa kelayakan pemohon 

yang dilakukan oleh credit analyst untuk dapat dilakukan 

persetujuan ataupun penolakan permohonan Hasanah Card. 

Apabila permohonan disetujui, maka proses 

selanjutnya akan dilakukan pencetakan Hasanah Card 

berdasarkan jenis kartu yang disetujui oleh pihak BNI 

Syariah Bandar Lampung. Setelah dicetak, kartu beserta 

buku pedoman Hasanah Card dikirim kepada pemegang 

kartu.  



 

 

61 

Akad yang di gunakan pada produk Hasanah Card ada 

tiga akad, yaitu akad Kafalah, Qard, dan Ijarah. Berikut 

penjelasannya:
11

 

Yang dimaksud dengan akad Kafalah adalah BNI 

Syariah sebagai penjamin bagi pemegang iB hasanah card 

timbul dari transaksi antara pemegang iB hasanah card 

dengan Merchant, dan atau penarikan tunai. 

Akad Qardh, BNI Syariah sebagai pemberi pinjaman 

kepada pemegang iB hasanah card atas seluruh transaksi 

penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi 

pinjaman dana. 

Akad Ijarah, BNI Syariah sebagai penyedia jasa 

sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang iB 

hasanah card. atas Ijarah ini, pemegang iB hasanah card 

dikenakan annual membership Fee. 

Ketentuan akad-akad tersebut terdapat pada lampiran 

form saat mengajukan kartu kredit yang dibawakan oleh 

marketing kepada calon nasabah. Pernyataan di atas 

dibenarkan oleh Bapak Muslim, Bapak Fatul Mu’in, dan 

Ibu Herlina sebagai nasabah kartu kredit syariah.
12

 

Dengan segala ketentuan akad yang telah ditetapkan 

di atas, penulis menemukan besaran simulasi yang harus 

dikeluarkan oleh nasabah iB Hasanah Card setiap bulannya 

adalah sebagai berikut rinciannya, nasabah iB Hasanah 

Card mendapat limit kartu sebesar 10.200.000 dengan 

ketentuan angsuran yang harus dibayar perbulan 10% dari 

limit yang mana nasabah seharusnya membayar 1.020.000 

perbulan. Perhitungan simulasi fee jika nasabah menarik 

tunai ATM sebesar 2 juta rupiah maka fee yang dikenakan 

sebesar 25.000., besarnya fee tersebut tidak dikaitkan 

dengan jumlah penarikan tetapi dikenakan fee pada setiap 

                                                             
11

  Wawancara dengan Ibu Ana Mariana, S.E. Selaku karyawan SPV 

Hasanah Card, pada tanggal 13 April 2017 di BNI Syariah Bandar Lampung. 
12

 Wawancara dengan Bpk Muslim, Bpk Fatul, dan Ibu Herlina pada 

tanggal 5 April 2017. 
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melakukan tarik tunai ATM dan melakukan belanja disuatu 

supermarket.
13

  

Hasil wawancara yang penulis temukan, yang 

ketentuan seharusnya angsuran 1.020.000 perbulan, nasabah 

justru harus membayar 1.020.000 + 290.000 (biaya 

administrasi) + 9.000 (biaya materai) jadi nasabah 

membayar 1.319.000. Biaya administrasi dan biaya materai 

tersebut selalu ada setiap bulannya. Belum lagi jika nasabah 

menunggak pembayaran, denda dikenakan 3500 perharinya.  

Simulasi keseluruhan nasabah meminjam sebesar 

10.200.000 nasabah membayar tagihan tersebut dengan 

totalan 1.319.000 x 10 angsuran. jadi totalannya 

keseluruhan 13.190.000. 

                                                             
13

 Hasil wawancara denngan para nasabah iB Hasanah Card pada 

tanggal 5 April 2017. 



BAB IV 

ANALISA DATA 

 

Kesesuaian Implementasi Fatwa DSN MUI No. 54/DSN-

MUI/X/2006 Tentang Syariah Card 

Berdasarkan bab II bahwa kartu kredit adalah kartu yang 

dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat 

digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan 

dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang. 

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 

Tentang Syariah Card menimbang bahwa kartu kredit yang ada 

menggunakan sistem bunga (interest) sehingga tidak sesuai 

dengan prinsip syariah. Maka untuk mengatasi permasalahan 

tersebut, dan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat 

untuk penerapan prinsip syariah, kemudian bank syariah 

mengeluarkan produk kartu kredit yang berbasis syariah. 

Dalam Fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang 

Syariah Card yang dijelaskan dalam bab III, terdapat beberapa 

ketentuan yaitu ketentuan umum, ketentuan akad, ketentuan 

batasan (Dhawabith wa Hudud), ketentuan fee, ketentuan 

Ta’widh dan denda. 

Ketentuan Fatwa DSN MUI mengenai akad yang digunakan 

dalam Syariah Card adalah akad Kafalah, akad Qardh, dan akad 

Ijarah. Akad Kafalah adalah perjanjian pemberian jaminan yang 

diberikan oleh penanggung (kafi’il) kepada pihak ketiga (makful 

lahu) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang 

ditanggung (makful anhu/ashil). Yang dimaksud dengan akad 

Kafalah tersebut, BNI Syariah sebagai penjamin bagi pemegang 

iB hasanah card timbul dari transaksi antara pemegang iB 

hasanah card dengan Merchant, dan atau penarikan tunai. 

Akad Qardh adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya 

wajib membayar pokok utangnya). Namun si penjamin boleh 

saja atas  kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas 

pokok pinjamannya. Yang dimaksud akad Qardh tersebut, BNI 
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Syariah sebagai pemberi pinjaman kepada pemegang iB hasanah 

card atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan 

kartu dan transaksi pinjaman dana. 

Akad Ijarah dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat 

(hak guna). Bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Pada 

dasarnya Ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan 

barang/jasa dengan imbalan tertentu. Dengan demikian, dalam 

akad Ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya 

perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada 

penyewa. Yang dimakasud akad Ijarah tersebut, BNI Syariah 

sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan 

terhadap pemegang iB hasanah card. Maka atas adanya akad 

Ijarah ini, pemegang iB hasanah card dikenakan annual 

membership Fee. 

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, asas-asas 

akad yang digunakan dalam kartu  kredit Hasanah Card yang 

terdapat dalam bab II sebagai berikut; setiap akad dilakukan atas 

kehendak para pihak sesuai dengan kesepakatan yang 

ditetapkan, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan 

perhitungan yag cermat, setiap akad dilakukan untuk memenuhi 

kepentingan para pihak, para pihak dalam setiap akad memiliki 

kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang 

sama, setiap akad dilakukan secara terbuka, setiap akad 

dilakukan dengan kemampuan para pihak, setiap akad dilakukan 

dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing 

pihak, akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk 

mewujudkan kemaslahatan bagi kedua pihak dan tidak 

menimbulkan kerugian serta memberatkan, akad dilakukan 

dalam rangka menegakkan kemaslahatan tidak mengandung 

unsure jebakan, akad dilakukan sesuai syariat Islam dan tidak 

bertentangan dengan hukum Islam. 

Dalam fatwa DSN MUI tersebut juga memutuskan 

ketentuan tentang batasan (dhawabith wa hudud) syariah card, 

yaitu tidak menimbulkan riba, tidak digunakan untuk transaksi 

yang tidak sesuai dengan syariah, tidak mendorong pengeluaran 

yang berlebihan (israf), dengan cara antara lain menetapkan 
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pagu maksimal pembelanjaan, pemegang kartu utama harus 

memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya, 

dan tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan 

syariah. 

Dalam penggunaan kartu kredit, biasa nya ada dua tipe 

nasabah. Pertama, pengguna kartu kredit untuk style atau gaya 

hidup mewah. Kedua, pengguna kartu kredit untuk kebutuhan 

yang bersifat produktif. Ketika adanya batasan yang ditentukan 

fatwa, dan pihak Ib hasanah Card tidak bisa memblokir transaksi 

minuma keras di mini market atau swalayan, bukan berarti 

kejadian tersebut tidak sesuai dengan fatwa. Peneliti 

berpendapat, bahwa pihak BNI Syariah sudah memberikan 

batasan sesuai syariah kemudian nasabah menyetujui nya, secara 

akad sudah sah. Namun ketika nasabah melanggar syarat 

batasan yang diberikan penerbit kartu dengan membeli minuman 

keras di supermarket hal ini tidak mengubah atau batalnya 

keabsahan akad diawal. 

Fatwa DSN MUI juga memutuskan adanya Ketentuan Fee 

Iuran keanggotaan (membership fee) penerbit Kartu berhak 

menerima iuran keanggotaan (rusum al-’udhwiyah) termasuk 

perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang Kartu sebagai 

imbalan (ujrah) atas izin penggunaan fasilitas kartu. Merchant 

fee, penerbit kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga 

objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (ujrah) 

atas perantara (samsarah), pemasaran (taswiq) dan penagihan 

(tahsil al-dayn). Fee penarikan uang tunai, penerbit kartu boleh 

menerima fee penarikan uang tunai (rusum sahb al-nuqud) 

sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang 

besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan. Fee Kafalah, 

penerbit kartu boleh menerima fee dari Pemegang Kartu atas 

pemberian Kafalah. Semua bentuk fee tersebut harus ditetapkan 

pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali 

untuk merchant fee. 

Berdasarkan penjelasan dalam bab II Kafalah Bil-Maal 

merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. 
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Jaminan ini dapat diberikan oleh bank syariah kepada 

nasabahnya dengan imbalan fee.  

Di dalam iB Hasanah Card terdapat fitur Danaplus 

merupakan fasilitas untuk melakukan transfer dana dari iB 

Hasanah Card ke rekening tabungan pemegang kartu 

dimanapun. Dimana, biaya administrasinya tidak di atur dalam 

fatwa. Besarnya biaya administrasi fitur danaplus ini terkait 

dengan besarnya nilai transfer yang dilakukan oleh nasabah. 

Namun pihak marketing tidak menjelaskan kepada nasabah 

tentang adanya ketetapan danaplus, sehingga nasabah baru 

mengetahuinya setelah pelunasan tagihan kartu kredit. 

Mengenai ketentuan Ta’widh dan Denda yang terdapat 

dalam Fatwa DSN MUI bahwa Ta’widh, penerbit kartu dapat 

mengenakan ta’widh, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang 

dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang 

kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. 

Denda keterlambatan (late charge), penerbit kartu dapat 

mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui 

seluruhnya sebagai dana sosial. 

Dalam implementasi Hasanah Card denda keterlambatan 

dikenakan berdasarkan jenis kartu  (classic, gold, platinum) 

yang diberikan kepada card holder  dengan pertimbangan 

perbedaan fasilitas yang diterima dan juga kondisi persaingan 

pasar, bukan berdasarkan persentase dari nilai limit kartu. 

Adapun maksud dikenakan denda tersebut adalah pemegang 

kartu dikategorikan orang mampu namun lalai dalam memenuhi 

kewajibannya sehingga dengan pertimbangan untuk 

memberikan pelajaran maka dikenakan denda keterlambatan. 

Berdasarkan penjelasan yang penulis paparkan diatas pada 

dasarnya, penerapan iB Hasanah Card sudah sesuai dengan 

Fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah 

Card yang memutuskan bahwa akad Kafalah dalam hal ini 

Penerbit Kartu adalah penjamin (kafil) bagi Pemegang Kartu 

terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang 

timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan Merchant, 

dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank 
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Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat 

menerima fee (ujrah kafalah). Qardh dalam hal ini penerbit kartu 

adalah pemberi pinjaman (muqridh) kepada Pemegang Kartu 

(muqtaridh) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank 

Penerbit Kartu. Sedangkan Ijarah dalam hal ini Penerbit Kartu 

adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap 

Pemegang Kartu, atas Ijarah ini Pemegang Kartu dikenakan 

membership fee. Pada pelaksanaan penerbitan iB Hasanah Card 

pihak bank memberikan kemudahan dengan melonggarkan 

sedikit aturan yang terdapat pada ketentuan penerbitan iB 

Hasanah Card yang bertujuan agar nasabah dapat memiliki iB 

Hasanah Card meskipun nasabah belum memenuhi kriteria 

sebagai pemegang iB Hasanah Card. Namun pada 

pelaksanaannya kurang ada transparansi mengenai biaya lain-

lain yang harus dikeluarkan oleh nasabah sehingga nasabah 

merasa dirugikan karna ketidakjelasan biaya yang harus 

dikeluarkan perbulannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Implementasi akad kartu kredit pada BNI Syariah 

Bandar Lampung menggunakan akad Kafalah, Qard, 

dan Ijarah. Ketentuan akad-akad tersebut terdapat 

didalam formulir saat pengajuan iB Hasanah Card. 

2. Implementasi kartu kredit syariah pada BNI Syariah 

sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 54/DSN-

MUI/X/2006 Tentang Syariah Card yang telah 

dipaparkan dalam bab III bahwa akad yang digunakan 

adalah akad Kafalah, Qard, dan Ijarah. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan pihak BNI Syariah Bandar 

Lampung dan beberapa nasabah pengguna iB Hasanah 

Card dalam pelaksanaannya, menurut nasabah terdapat 

perbedaan antara besaran fee yang diinformasikan 

marketing diawal pada nasabah dengan kenyataan yang 

dialami oleh nasabah. Nasabah tidak memiliki informasi 

gambaran yang akurat berapa besaran manajemen fee 

yang harus nasabah tanggung dari setiap bulannya.  

B. Saran 

Sebagai akhir dari tulisan ini penulis ingin memberikan 

pesan moral kepada pihak-pihak sebagai berikit: 

1. Kepada pihak BNI Syariah seharusnya melakukan 

pengawasan terhadap marketing sehingga marketing 

dapat menginformasikan dengan rinci dan sesuai dengan 

ketentuan BNI Syariah yang berdasarkan pada Fatwa 

DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah 

Card seperti akad yang digunakan, biaya administrasi, 

biaya tambahan, biaya materai, dan mekanisme 

pembayaran tagihan.  

2. Kartu Kredit merupakan produk perbankan yang tidak 

hanya ada pada Bank Konvensional, tapi saat ini juga 
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telah ada Kartu Kredit Syariah (iB Hasanah Card) dalam 

Perbankan Syariah oleh karena itu marilah kita gunakan 

dan utamakan produk-produk perbankan yang berbasis 

syariah sehingga kita tidak perlu ragu dan selalu 

nyaman dalam bertransaksi. 

3. Kepada para pecinta ilmu semoga tulisan ini memberi 

informasi yang positif dan kontributif dalam rangka 

lebih memahami hukum bisnis Islam. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 



PANDUAN WAWANCARA 

Responden: Karyawan SPV Hasanah Card BNI Syariah Bandar Lampung 

 

 

1. Identitas responden: 

1. Nama   : Ana Mariana, S.E. 

2. Usia   : 28 Tahun 

3. Pendidikan  : Sarjana Ekonomi 

4. Status/pekerjaan : SPV Hasanah Card BNI Syariah Bandar Lampung 

5. Alamat  : Jln. H. Komaruddin Perum Sejarahtera Blok A no.1 

  Kota Bandar Lampung 

 

2. Jawaban Hasil Wawancara 

Kartu kredit di BNI Syariah disebut Hasanah Card. Hasanah Card ini 

mempunyai tiga macam kartu kredit yaitu classic dengan limit 4-6juta, gold 

dengan limit 8-30juta, platinum dengan limit 40-900juta. Ketiga kartu kredit ini 

menggunakan akad kafalah, qard, dan ijarah. 

Akad Kafalah yaitu BNI Syariah sebagai penjamin bagi pemegang kartu 

Hasanah Card terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar yang timbul 

disetiap transaksi dari pemegang kartu dengan merchant, dan sama saja dengan 

tarik tunai. 

Akad Qard yaitu BNI Syariah sebagai pemberi pinjaman kepada pemegang 

kartu Hasanah Card atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan 

kartu dan transaksi pinjaman dana. 

Akad ijarah yaitu sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan 

terhadap pemegang kartu Hasanah Card. Atas ijin dari ijarah ini, pemegang kartu 

Hasanah Card dikenakan annual membership dan montly membership fee. 

Prosedur untuk dapat mempunyai kartu Hasanah Card ini, bagi nasabah yang 

pegawai swasta menyerahkan fotocopy KTP, NPWP, Slip Penghasilan minimal 

3,1juta per bulan. Bagi nasabah untuk usaha menyerahkan fotocopy KTP, 

NPWP, Slip Penghasilan, surat keterangan usaha, fotocopy pembayaran 

rekening koran tiga bulan terakhir, KK, rekening listrik. Kemudian nasabah 

mengisi form yang sudah disediakan, selanjutnya akan diproses pencetakan 

kartu karena disetiap kartu selalu ada nama nasabah, kartu diserahkan dan 

nasabah sudah dapat memakai kartu Hasanah Card. 

Kartu hasanah card dapat digunakan untuk transaksi apa saja, berbelanja di 

supermarket atau penarikan tunai melalui ATM dan tidak ada bunga karena BNI 

Syariah sudah berbasis Syariah prosedur dan pelaksanaan harus sesuai dengan 

Hukum Islam yaitu tanpa bunga dan tanpa riba. Misal berbelanja di supermarket 

Rp. 100.000 ya sebesar itu juga yang harus dibayar. Pada saat penarikan tunai 

melalui ATM ada biaya administrasi Rp. 25.000 per transaksi, jika belanja tidak 

ada biaya tambahan. 

Waktu jatuh tempo disepakati sesuai sistem yang sudah berlaku yaitu 30hari 

sejak nasabah mengajukan kartu kredit. Tagihan setiap bulannya akan 

dikirimkan melalui email atau ke alamat rumah dengan jasa POS tetapi jasa POS 

ini mengenakan biaya, maka pihak bank menyarankan mengirim tagihan ke 

email. 

Ketentuan membership fee ialah iuran tahunan yang disepakati bersama dan 

berlaku untuk semua nasabah Hasanah Card, yaitu secara otomatis tidak 

dikenakan biaya saat tahun pertama, untuk tahun kedua pemegang kartu classic 



dikenakan Rp. 120.000,- kartu gold dikenakan Rp. 240.000,- kartu platinum 

dikenakan Rp. 600.000,-. 

Sistem pembayaran nya ada dua, bisa dicicil setiap bulan dengan jangka 

waktu 3-24bulan, dan ada yang langsung bayar dibulan berikutnya dengan 

ketentuan 30hari setelah pengajuan kartu kredit jika belum bisa melunasi 

langsung akan ada tagihan 10% dari pinjaman sampai nasabah melunasi 

pinjamannya tagihan biaya billing itu terus berjalan. 

 

 

 

Bandar Lampung, 13 April 2017 

Narasumber 

 

 

 

Ana Mariana, S.E. 

(karyawan SPV Hasanah Card BNI Syariah) 



PANDUAN WAWANCARA 

Responden: Nasabah 

 

1. Identitas responden: 

1. Nama   : Fathul Mu’in 

2. Usia   : 30 Tahun 

3. Pendidikan  : S2 Hukum Islam 

4. Status/pekerjaan : Dosen UIN Lampung 

5. Alamat  : Jln. Urip Sumoharjo, Wayhalim 

Bandar Lampung 

 

2. Jawaban Hasil Wawancara 

Iya benar saya sedang menggunakan kartu kredit dari 

BNI Syariah. Pekerjaan saya sebagai dosen di UIN 

Lampung. Awalnya saya tidak pernah dan tidak tau banyak 

tentang kartu kredit baik yang konven maupun yang 

Syariah. 

Prosedurnya menyerahkan kartu slip gaji yang 

direkayasa oleh pihak marketing karena persyaratan yang 

dikatakan marketing minimal gaji Rp. 10.000.000,-. 

Menyerahkan Foto Copy KTP, NPWP, mengisi form yang 

sudah disediakan marketing, alamat kantor dan nomor telp 

kantor. Lalu beberapa hari kemudian kartu kredit saya 

datang tanpa ada nya surah perjanjian jadi tidak diketahui 

secara pasti. 

Saya tertarik memiliki kartu kredit ini karena pada saat 

itu saya sedang membutuhkan uang lebih untuk keperluan 

pribadi, selain itu marketing menginfokan cicilan yang 

kecil, proses nya cepat dan mudah, bebas bunga, bebas riba. 

Tetapi setelah saya  menggunakan kartu kredit ini  menurut 

saya kartu kredit ini tidak benar, lebih parah dari kartu 

kredit konven, surat tagihannya memang rutin dikirimkan 

kepada saya setiap bulannya melalui surat tetapi besaran 

cicilan perbulannya berbeda-beda, terkadang 700rb 

perbulan terkadang bisa lebih. 

Kartu kredit ini dapat digunakan untuk berbelanja dan 

ambil uang tunai di ATM. Tetapi ada biaya administrasi 

sebesar Rp. 25.000,- saat pengambilan uang tunai, kalau 



berbelanja dikenakan biaya tetapi saya tidak tahu persis 

berapa biaya yang ditarik. 

Saya dikenakan bunga tetapi bahasa mereka bukan bunga 

melainkan selisih ditambah biaya administrasi, dan biaya 

materai. Biaya-biaya ini tidak diberitahukan oleh marketing 

pada saat pengajuan kartu kredit. 

Sewaktu itu saya mendapatkan kartu yang limitnya Rp. 

10.000.000, saya menggunakan untuk belanja di 

supermarket, dan menarik tunai. 

 

Bandar Lampung, 5 April 2017 

Narasumber 

 

 

Fathul Mu’in 



PANDUAN WAWANCARA 

Responden: Nasabah 

 

 

1. Identitas responden: 

1. Nama   : Muslim, M.H.I. 

2. Usia   : 30 Tahun 

3. Pendidikan  : S2 Hukum Keluarga 

4. Status/pekerjaan : Dosen kontrak UIN Lampung 

5. Alamat  : Jln. Tanjung Pura no. 13 Pidada Panjang Utara  

  Kota Bandar Lampung 

 

2. Jawaban Hasil Wawancara 

Iya benar saya sedang menggunakan kartu kredit dari BNI Syariah. Pekerjaan 

saya sebagai dosen kontrak di UIN Lampung. Awalnya saya tidak mengetahui 

dan tidak begitu tahu tentang aturan main kartu kredit, saat itu saya mengikuti 

seminar yang diadakan marketing pihak BNI Syariah di Fakultas Ushuludin UIN 

Lampung, sejak saat itu saya mengetahui keberadaan kartu kredit syariah dan 

menurut saya kartu kredit BNI Syariah ini tidak benar dan muncul kekecewaan. 

Prosedurnya menyerahkan kartu slip gaji yang direkayasa oleh pihak 

marketing karena persyaratan yang dikatakan marketing minimal gaji Rp. 

10.000.000,-. Menyerahkan Foto Copy KTP, NPWP, mengisi form yang sudah 

disediakan marketing, alamat kantor dan nomor telp kantor. Lalu beberapa hari 

kemudian kartu kredit saya datang tanpa ada nya surah perjanjian jadi tidak 

diketahui secara pasti. 

Saya tertarik memiliki kartu kredit ini karena iming-iming tidak ada bunga, 

pengurusan cepat, dan syarat nya mudah (info dari marketing). Kemudahan yang 

saya dapatkan tidak ada. 

Kartu kredit ini dapat digunakan untuk berbelanja dan ambil uang tunai di 

ATM. Tetapi ada biaya administrasi sebesar Rp. 25.000,- saat pengambilan uang 

tunai, kalau berbelanja saya belum pernah mencoba apakah dikenakan biaya 

tambahan atau tidak. 

Saya dikenakan bunga tetapi bahasa mereka bukan bunga melainkan selisih 

ditambah biaya administrasi, dan biaya materai. Biaya-biaya ini tidak 

diberitahukan oleh marketing pada saat pengajuan kartu kredit. 

Sewaktu itu saya mendapatkan kartu yang limitnya Rp. 10.000.000, saya 

ambil tunai di ATM Rp. 2.000.000 lalu sisa nya dalam bentuk barang. Informasi 

dari marketing cicilan perbulan sebesar Rp. 500.000 tetapi kenyataan nya tidak. 

Justru saya harus membayar cicilan Rp. 1.000.000 dan masih ada biaya selisih, 

dan administrasi. Karena marketing memasukkan saya kedalam kartu yang 

pembayarannya langsung lunas bulan berikutnya dan marketing tidak 

menginfokan hal tersebut. Maka saya harus membayar selisih itu setiap 

bulannya. 

 

Bandar Lampung, 5 April 2017 

Narasumber 

 

 

 

Muslim, M.H.I. 
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